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ABSTRAK 

Force majeure memiliki kaitan erat dengan konsekuensi ganti rugi dalam 

suatu kontrak. Keadaan ini tidak hanya berdampak pada hilang atau tertundanya 

kewajiban dalam kontrak, tetapi juga dapat membebaskan para pihak dari 

tanggung jawab membayar ganti rugi akibat keterlambatan dalam pemenuhan 

kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima 

(Niet Onvankelijke Verklaard) dalam perkara wanprestasi akibat force majeure 

berdasarkan putusan No. 45/Pdt.G/2022 PN Sim. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif, yang dikenal juga 

sebagai penelitian hukum doktrinal.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam suatu perjanjian yang 

mengalami wanprestasi akibat force majeure, kewajiban untuk memenuhi prestasi 

tidak dapat dilaksanakan oleh salah satu pihak karena adanya kejadian yang tidak 

terduga dan berada di luar kendalinya. Dalam situasi ini, wanprestasi yang terjadi 

bukan disebabkan oleh kesalahan debitur, melainkan akibat keadaan yang 

memaksa (force majeure).  

Oleh karena itu, debitur tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas 

kelalaian dalam memenuhi kewajibannya. Contoh keadaan yang termasuk dalam 

force majeure antara lain bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, 

dan tsunami. Kejadian-kejadian ini terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat 

dihindari, sehingga menghalangi debitur untuk memenuhi perjanjian yang telah 

disepakati. Dengan demikian, force majeure memberikan perlindungan hukum 

bagi debitur agar tidak dikenakan sanksi atau tuntutan ganti rugi atas ketidak 

mampuannya dalam melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian.  

Kata Kunci: Force Majeure; Wanprestasi; Perjanjian 
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BAB I  

PENADAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa 

kehadiran orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu 

membutuhkan interaksi dan hubungan dengan sesama agar dapat 

menjalani kehidupan secara harmonis. Tidak mungkin membayangkan 

manusia hidup dalam keterasingan atau sepenuhnya terpisah dari 

komunitasnya. Sebaliknya, manusia selalu terikat dalam kelompok, 

golongan, atau lingkungan sosial tertentu yang membentuk kebersamaan 

dan kerukunan. Dalam konteks hukum, manusia berperan sebagai subjek 

hukum yang hidup berkelompok dalam suatu komunitas yang mendiami 

wilayah tertentu, yang kemudian disebut sebagai masyarakat. Maka dari 

itu, Interaksi saling mempengaruhi dalam kehidupan bermasyarakat 

merupakan aspek yang tak terpisahkan dari keberadaan manusia sebagai 

makhluk sosial.
1
 Setiap manusia selalu membangun interaksi dan 

hubungan saling mempengaruhi dengan sesamanya, baik dalam bentuk 

hubungan sosial maupun hubungan hukum. Hukum hanya mempunyai arti 

yang pasif jika hukum itu tidak digunakan ke peristiwa yang konkrit. Agar 

terlaksananya hubungan hak dan kewajiban maka harus terjadinya suatu 

                                                             
1
 Yahman, 2014, Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang lahir dari 

Hubungan Kontraktual, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 1. 
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peristiwa yang dihadapan hukum disebut sebagai akibat, yaitu peristiwa 

yang memiliki akibat hukum yaitu peristiwa hukum.
2
 

Kontrak memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari karena 

menjadi dasar dari kesepakatan antara dua pihak yang menciptakan 

hubungan hukum serta menimbulkan hak dan kewajiban yang harus 

dipenuhi. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kontrak sesuai dengan 

kesepakatan, maka dapat dikenakan sanksi, sehingga kontrak yang telah 

disepakati bersifat mengikat. Untuk memastikan keabsahannya, suatu 

kontrak harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 

KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan 

hukum dari pihak yang terlibat, objek yang jelas, serta tujuan yang tidak 

bertentangan dengan hukum. 

Hubungan hukum antara manusia dapat terwujud dalam bentuk 

perjanjian, yang merupakan aspek penting dalam menjalankan suatu 

kegiatan bisnis. Melalui perjanjian, para pihak yang terlibat membentuk 

kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik.
3
 

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian lahir dari interaksi 

antara beberapa pihak. Oleh karena itu, perjanjian memerlukan aturan 

yang jelas agar tidak menimbulkan konflik dalam kehidupan 

bermasyarakat, sehingga keteraturan sosial tetap terjaga. Sesuai dengan 

                                                             
2
 Ari Hernawan, ―Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha Dalam 

Mogok Kerja‖. Jurnal mimbar hukum, Vol.24, No.3 Oktober 2012, halaman 419. 
3
 Nurhilmiyah, 2020, Hukum Perdata, Medan: CV. Multi Global Makmur, halaman 101-

104. 
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ketentuan dalam KUH Perdata, setiap perjanjian harus mematuhi peraturan 

yang telah ditetapkan:
4
 

1. Memiliki klausa yang diperbolehkan; 

2. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum; 

3. Dilakukan dengan itikad baik; 

4. Sesuai dengan asas-asas kepatutan; 

5. Sesuai dengan kebiasaan. 

Hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk 

membuat perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, 

kesopanan, dan kepatuhan. Dalam perjanjian, terdapat berbagai aspek yang 

diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang telah diatur baik oleh 

undang-undang maupun kebiasaan yang berlaku. Setiap perjanjian yang 

dibuat akan menimbulkan perikatan bagi para pihak yang terlibat. Dalam 

suatu perikatan, terdapat empat unsur utama, yaitu adanya hubungan 

hukum, aspek kekayaan, keterlibatan para pihak, serta pelaksanaan 

prestasi.
5
 Hubungan hukum dalam perikatan mengandung konsekuensi 

hukum yang harus dipatuhi oleh para pihak yang terlibat. Salah satu 

unsurnya adalah kekayaan, di mana hubungan hukum yang terbentuk 

berfokus pada aspek harta benda atau nilai ekonomi. Selain itu, perikatan 

juga melibatkan unsur para pihak sebagai subjek hukum yang memiliki 

hak dan kewajiban. Unsur lainnya adalah prestasi, yang merupakan 

                                                             
4
 Ida Nadirah, 2019, Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia, Medan: CV. Pustaka Prima, 

halaman 284. 
5
 Niru Anita Sinaga, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum 

Perjanjian" Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.10, No. 1 September 2020, halaman 7. 
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kewajiban yang harus dipenuhi dalam hubungan hukum tersebut. Adapun 

sumber hukum perikatan meliputi berbagai ketentuan yang mengatur hak 

dan kewajiban para pihak, yaitu:
6
 

1. Perjanjian; 

2. Undang-undang; 

3. Jurisprudensi; 

4. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis; 

5. Ilmu pengetahuan hukum. 

Salah satu bentuk perjanjian yang termasuk dalam kategori pinjam-

meminjam adalah utang-piutang, yang pengaturannya terdapat dalam 

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam praktiknya, 

perjanjian utang-piutang sering menghadapi berbagai kendala, seperti 

kewajiban yang tidak terpenuhi, keterlambatan dalam pelaksanaan 

kewajiban, atau kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi perjanjian. 

Hal ini dapat menimbulkan permasalahan, seperti wanprestasi. 

Wanprestasi, yang juga dikenal sebagai cidera janji, terjadi ketika salah 

satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan 

yang telah dibuat dengan kreditur maupun debitur. Wanprestasi dapat 

disebabkan oleh kesengajaan, kelalaian, atau ketidak mampuan salah satu 

pihak dalam memenuhi prestasi yang telah dijanjikan. Bentuk wanprestasi 

sendiri dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis utama, yaitu: 
7
 

1. Wanprestasi sama sekali tidak memenuhi perjanjian; 

                                                             
6
 Ibid.  

7
   Nanda Amalia, 2012, Hukum Perikatan, Lhokseumawe: Unimal Press, halaman 7. 
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2. Wanprestasi telat dalam pemenuhan perjanjian; 

3. Wanprestasi keliru atau tidak sempurna memenuhi perjanjian. 

Wanprestasi dan force majeure merupakan dua konsep hukum yang 

memiliki perbedaan, namun keduanya dapat menjadi dasar pertimbangan 

dalam menentukan apakah suatu perjanjian dibatalkan atau tetap harus 

dijalankan. Force majeure, yang juga dikenal sebagai overmacht atau 

keadaan memaksa, adalah situasi di mana seseorang tidak dapat 

menjalankan kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya karena 

adanya keadaan di luar kendalinya.
8
  

Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi 

kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. 

Bentuk wanprestasi dapat berupa keterlambatan dalam melakukan 

pembayaran, tidak terpenuhinya standar kualitas yang telah disepakati, 

atau tidak dilaksanakannya kewajiban yang telah disetujui oleh kedua 

belah pihak. Sementara itu, force majeure merujuk pada keadaan yang 

terjadi di luar kehendak manusia, yang dapat menghambat atau bahkan 

menghalangi pelaksanaan suatu perjanjian. Dalam konteks kontrak, force 

majeure memiliki keterkaitan erat dengan ganti rugi, karena dapat menjadi 

alasan bagi seseorang untuk tidak menjalankan atau menunda 

kewajibannya dalam memenuhi prestasi yang diperjanjikan, serta dapat 

membebaskan pihak yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi atas 

                                                             
8
 Ibnu Sina Chandranegara, ―Pengujian PERPU Terkait Sengketa Kewenangan 

Konstitusional Antar-Lembaga Negara‖, Jurnal Yudisial, Vol.5, No.1 April 2012, halaman 12. 
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kontrak tersebut.
9
 Maka dengan itu, didalam perikatan debitur harus 

melaksanakan kewajiban prestasinya kepada debitur. Maka dengan adanya 

kewajiban tersebut dapat dikatakan bahwa kreditur memiliki hak untuk 

menuntut debitur serta debitur yang wajib memenuhi tuntutan tersebut.
10

 

Terdapat asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian yaitu asas 

kekuatan mengikat (Pacta Sun Servanda). Maksudnya, setiap orang yang 

melakukan sebuah perjanjian maka perjanjian itu harus terlaksanakan 

olehnya. Asas ini dapat ditemui didalam pasal 1338 BW yang artinya 

didalam pasal ini mengatur perjanjian yang dibuat oleh setiap-setiap orang 

dianggap sah sebagai undang-undang oleh orang yang membuat perjanjian 

itu sendiri dan kedudukan masing-masing pihak dianggap setara. 

Dalam sebuah perjanjian terdapat hal utama yang harus dipegang oleh 

kreditur dan debitur yaitu prinsip ingkar janji, didalam prinsip ini terdapat 

dua cara agar tergugat dapat bebas dari tuntutan peradilan penggugat, 

yaitu:
11

 

1. Penggugat dapat meminta pembatalan perjanjian, penggantian 

biaya, ganti rugi, dan bunga; 

2. Penggugat dapat meminta tetap terlaksanakannya isi perjanjian 

tetapi dengan tambahan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. 

                                                             
9
 Desi Syamsiah, ―Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat Force 

Majeure Karena Pandemi COVD-19‖, Legal Standing, Vol.4, No.1 Maret 2020, halaman 311. 
10

 Silviana Rahma, ―Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Penyewa Pavilium 

Dalam Keadaan Force Majeure Menurut KUHPerdata‖, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara, 14 September 2021, halaman 6. 
11

 Sophar Maru Hutagalung, 2019, Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, & Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, Jakrta Timur: Sinar Grafika, halaman 98-99. 
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Force majeure pada awalnya diperkenalkan sebagai bentuk 

perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terdampak oleh kejadian yang 

tidak terduga dan berada di luar kendali mereka. Dalam suatu perjanjian, 

klausul force majeure dapat melindungi debitur dari tanggung jawab jika 

mengalami kerugian akibat peristiwa seperti bencana alam (banjir, gempa 

bumi, tanah longsor, hujan deras, epidemi, badai, dan angin topan), 

gangguan infrastruktur seperti pemadaman listrik, serta kejadian sosial dan 

politik seperti sabotase, perang, kudeta militer, terorisme, atau pandemi.
12

  

Ketika terjadi peristiwa force majeure maka didalam suatu perjanjian 

akan mengalami perjanjian yang mengalami tertunda atau perjanjian yang 

batal demi hukum, dan jika terjadinya peristiwa ini maka debitur selaku 

pihak yang tertuntut tidak wajib membayar biaya ganti kerugian, namun 

berbeda dengan kreditur yang tidak memiliki hak untuk menuntut 

pembatalan suatu perikatan dalam perjanjian timbal balik, karena perikatan 

tersebut dianggap telah berakhir atau tidak lagi berlaku.
13

  

 

Dalam persitiwa force majeure debitur tidak dapat dikategorikan 

sebagai peristiwa keadaan memaksa jika memuat unsur kelalaian maupun 

kesalahan didalamnya, karena unsur-unsur tersebut hanya dapat 

dikategorikan kedalam wanprestasi. Aturan hukum di Indonesia yang 

                                                             
12

 Annisa Dian Arini, ―Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Suatu 

Kontrak Bisnis‖, Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol.9, No.1 Juni 2020, halaman 43. 
13

 Daryl Jhon Rasuh, ―Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 

1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata‖, Lex Privatum, Vol.4, No.2 Februari 

2016, halaman 174. 
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mengatur tentang force majeure sudah terdapat pada KUHPerdata di pasal 

1244 dan pasal 1245 

Setiap aturan hukum dan putusan pengadilan memiliki unsur-unsur 

yang sama sebagai pedoman dalam menentukan apakah suatu keadaan 

dapat dikategorikan sebagai force majeure. Di Indonesia, pengaturan 

mengenai force majeure diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245. 

Kedua pasal tersebut menyoroti aspek pemberian biaya, ganti rugi, dan 

bunga, serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan kondisi 

force majeure. Terkait dengan pembebasan dari kewajiban membayar 

ganti rugi, Pasal 1245 KUHPerdata menjelaskan bahwa debitur tidak wajib 

mengganti biaya, ganti rugi, atau bunga jika ia tidak dapat memenuhi 

kewajibannya akibat keadaan memaksa. Selain itu, terdapat pengecualian 

tertentu yang memungkinkan debitur untuk membela diri dari tuntutan 

ganti rugi akibat wanprestasi, salah satunya dengan mengajukan alasan 

force majeure sebagai bentuk pembelaan hukum.
14

 

Tidak adanya ayat Al-Qur’an yang mengatur tentang force majeure, 

tetapi surat Al-Baqarah ayat 280 sejalan dengan force majeure yakni: 

                                                                                                                                     

Artinya: ―Jika orang yang berutang berada dalam kesulitan, berikanlah 

kelonggaran waktu hingga ia memiliki kemampuan untuk 

                                                             
14

 Desak Nyoman Dwi Indah Parwati & I Made Sarjana, ―Penerapan Force Majeure 

dalam Pemenuhan Isi Kontrak Akibat Pandemi Covid-19 di Indonesia‖, Jurnal Magister Hukum 

Udayana, Vol. 11 No. 1, (2022), halaman 111. 
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membayar. Namun, jika kamu bersedia mengikhlaskan atau 

menyedekahkannya, itu akan lebih baik bagimu, jika kamu 

memahami.‖ (al Baqarah 280) 

Selain al-Qurán pada suatu kesempatan Rasulullah bersabda: Dari 

Abu Hurairah ia berkata: 

                                       :                                                                                                           

                                                                          

Rasulullah SAW bersabda:  

―Siapa saja yang memberikan kelonggaran waktu kepada orang yang 

mengalami kesulitan dalam membayar utangnya atau bahkan 

membebaskannya, maka Allah akan memberinya perlindungan di bawah 

naungan Arsy-Nya pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan selain 

naungan-Nya.‖ 

 

Suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai force majeure jika debitur 

telah mengambil langkah-langkah agar dapat terhindar dari peristiwa 

tersebut, namun langkah yang diambil tersebut tidak sampai ketahap yang 

melewati kesepakatan para pihak dalam membuat suatu perjanjian.
15

 

Berdasarkan pada ketentuan pasal-pasal dalam KUHPerdata yakni 

pada Pasal 1244 serta Pasal 1245 KUHPerdata, maka kejadian dapat 

disebut sebagai kondisi force majeure jika konsidi tersebut memenuhi 

unsur yang dapat terbukti keberadaannya, yaitu:
16

  

                                                             
15

 Timon Karamanos.  ―Keadaan Kahar, Klausul Pengecualian dan Kewajiban Upaya 

Yang Wajar‖.  https://www.hilldickinson.com/insights/articles/force-majeure-exceptions-clauses-

and-reasonable-endeavours-obligations. Di akses pada Senin, 11 November 2024.  
16

 Kaya Putu Bagus Tutuan, Ni Ketut Supati Dharmawan, ―Kajian Force Majeure Terkait 

Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional‖, 

Journal Ilmu Hukum, Vol.8, No.6 Juni 2020, halaman 895. 

https://www.hilldickinson.com/insights/articles/force-majeure-exceptions-clauses-and-reasonable-endeavours-obligations
https://www.hilldickinson.com/insights/articles/force-majeure-exceptions-clauses-and-reasonable-endeavours-obligations
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1. Dalam peristiwa tersebut debitur tidak terdapat unsur kesengajaan 

ataupun kelalaian yang mengakibtakan debitur tidak melaksanakan 

prestasinya. 

2. Peristiwa tersebut muncul bukan karena disengaja melainkan karena 

peristiwa alam yang tidak diduga kapan datangnya yang 

mengakibatkan debitur tidak melaksankan kewajibannya. 

3. Karena persitiwa yang tidak terduga tersebut maka debitur tidak dapat 

menunaikan prestasinya dan akhirnya tidak dapat dimintai pertanggung 

jawaban kepadanya. 

4. Terdapat itikad baik dari debitur yang tidak menunaikan prestasinya. 

Keadaan memaksa (force majeure) yang membuat debitur terlepas dari 

pelaksanaan tangung jawab pembayaran denda. Kewajiban kontraktual 

harus dilaksanakan dengan benar, dan pengabaian kewajiban secara 

sepihak tidak dapat diterima. Undang-undang perdata mengatur bahwa jika 

terjadi pelanggaran, konsekuensi hukum harus diikuti, termasuk penerapan 

tindakan pertanggung jawaban. Adapun jenis-jenis Force Majeure, yaitu:
17

 

1. Force Majeure absolut (absolute onmogelijkheid) yaitu 

kewajiban prestasi yang benar-benar tidak dapat dilaksanakan 

oleh debitur kepada kreditur dikarenakan objek yang menjadi 

perjnjian telah hilang ataupun musnah. 

2. Force Majeure relatif (relatieve onmogelijkheid) yaitu suatu 

keadaan yang hambatannya hanya sementara dan debitur masih 

                                                             
17

  Rini Apriyani, et.al, 2020, Force Majeure In Law, Yogyakarta: Zahir Publishing, 

halaman 17. 
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bisa melaksanakannya namun harus dengan pengorbanan yang 

cukup besar. 

Seperti kasus kematian ikan yang dialami oleh petani Keramba Jaring 

Apung (KJA) di Danau Toba Haranggaol yang menyebabkan peternak 

KJA merugi bahkan sampai tidak bisa membayar hutangnya. Pembayaran 

kredit pakan ternak kepada penggugat PT Cargill Indonesia mengalami 

macet dikarenakan mengalami bencana/virus ikan ditahun 2014-2016, 

tergugat mengalami kejadian kematian ikan massal akibat penyakit/virus 

ikan dari tahun 2014 sampai awal tahun 2015 dari ikan pemeliharaan 

tergugat dan para petani/peternak di seluruh kecamatan Haranggaol 

kabupaten Simalungun, saat itu ikan yang mati hampir setiap hari sekiar 

40%-60% dari total populasi ikan. Pada awal tahun 2015 kondisi kematian 

ikan menurun dan budidaya membaik, tetapi diluar dugaan atau kendali 

dari tergugat telah terjadi kematian ikan secara massal pada bulan April 

2016, dimana saat itu kondisi kolam para peternak di kecamatan 

Haranggaol penuh terisi ikan mati tiba-tiba akibat oksigen drop, ada 

sekitar 1300 Ton ikan mati di kecamatan Haranggaol. Setelah bencana 

tersebut, penggugat masih melakukan kerjasama dengan tergugat namun 

tidak lama, hanya sampai sekitar ± 6 (enam) bulan kemudian. Kerjasama 

antara penggugat dengan tergugat dihentikan karena tergugat tidak bisa 

membayar hutang pakannya kepada penggugat sehingga penggugat 

berhenti mengirim pakan kepada tergugat selaku distributor pakan 

tersebut.  
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Hal ini sesuai dengan keterangan Dinas Perikanan dan kelautan 

Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan telah terjadi musibah alam di 

Danau Toba khususnya kecamatan Haranggaol mengalami oksigen drop. 

Penurunan kadar oksigen terlarut dalam air secara drastis dapat berdampak 

buruk bagi ikan, yang pada kondisi normal membutuhkan oksigen di atas 3 

ppm (part per million). Namun, dalam kejadian tersebut, kadar oksigen 

dapat turun hingga 1 ppm, yang berisiko bagi kelangsungan hidup ikan. 

Salah satu penyebab terjadinya penurunan ini adalah keputusan untuk 

menunda panen ikan. Awalnya, ikan direncanakan untuk dipanen ketika 

mencapai berat 500 gram per ekor, namun panen ditunda hingga ikan 

mencapai ukuran 800-1000 gram per ekor. Akibatnya, kebutuhan oksigen 

dalam air meningkat secara signifikan. Pembudidaya ikan menunda panen 

dengan tujuan memperoleh harga jual yang lebih tinggi, terutama saat 

mendekati bulan puasa dan perayaan Lebaran faktor lain juga karena tidak 

adanya matahari dalam beberapa hari sehingga produksi oksigen yang 

tidak ada, dan karena Tingginya tingkat kekeruhan air di bawah Danau 

Toba disebabkan oleh pergerakan massa air dari dasar ke permukaan, di 

mana air dari lapisan bawah memiliki kualitas yang buruk yang naik 

adalah limbah pangan, juga karena Perairan Haranggaol berada di antara 

bukit kapur, sehingga pada waktu tertentu pH air dapat meningkat, yang 

berpotensi menimbulkan zat beracun. Terjadinya kematian ikan secara 

massal tersebut menyebabkan peternak KJA tidak dapat memenuhi 

pembayaran fasilitas kredit pakan ternak kepada PT Cargill Indonesia.  
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Bencana adalah sebuah peristiwa yang setiap orang tidak mungkin 

ingin terkena dampaknya maka dari itu bencana dapat masuk sebagai 

peristiwa force majeure. Dalam peristiwa ini akan berdampak pada 

perjanjian yang sebelumnya disepakati oleh kedua belah pihak akan 

mengalami pembatalan atau dapat berubah, dalam peristiwa force majeure 

terdapat kondisi force majeure relatif yang artinya konidisi terhambatnya 

prestasi hanya bersifat sementara atau dapat disebut dengan perjanjian 

yang dialami sebelum terjadinya bencana tetap akan terlaksanakan tetapi 

hanya sebatas ditunda. Didalam pembuatan perjanjian harus disepakati 

terlebih dahulu apakah sebelumnya terdapat penjelasan terkait bila mana 

terjadinya force majeure maka perjanjian yang telah disepakati akan 

dibatalkan, dan apakah didalam perjanjian tersebut memuat jenis force 

majeure apa-apa saja yang dapat dikatakan sebagai kondisi force majeure 

dalam perjanjian tersebut, namun jika mana debitur melakukan kelalaian 

ataupun kesalahan pada masa telaksanakannya perjanjian tersebut maka 

kondisi itu tidak dapat dikategorikan sebagai peristiwa force majeure.
18

 

Sehingga menurut Majelis Hakim perjanjian antara penggugat dan 

tergugat sebaiknya masih tetap dilanjutkan mengingat beban hutang yang 

diberikan kepada tergugat juga masih belum mencapai plafon tertinggi 

yakni sejumlah Rp.2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah) 

sebagaimana yang telah ditetapkan oleh penggugat, hal ini untuk dapat 

memberi tergugat kesempatan untuk membangun kembali usahanya agar 

                                                             
18

 Bambang Eko Muljono & Dhevi Nayasari Sastradinata, ―Keabsahan Force Majeure 

Dalam Perjanjian Di Masa Era Pandemi Covid-19‖, Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, 

Ekonomi dan Hukum, Vol.4, No.2 Oktober 2020, halaman 257. 
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dapat pula membayar hutang-hutangnya kepada penggugat berkaitan 

dengan force majeur yang telah dialami oleh tergugat, bahwa berdasarkan 

pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan 

penggugat yang diajukan kepada tergugat masih terlalu dini untuk 

diajukan, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 

mengkaji lebih dalam mengenai dasar pertimbangan hakim dalam 

memutuskan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke 

Verklaard) dalam perkara Wanprestasi akibat force majeure pada putusan 

No. 45/Pdt.G/2022. PN Sim, dengan judul skripsi: Analisis Yuridis Force 

Majeure Sebagai Alasan Pembenar Terhadap Putusan MA Nomor 

45/Pdt.G/2022/PN Sim. 

1. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana bentuk perjanjian yang mengalami Wanprestasi bisa 

disebut sebagai Force Majeure? 

b. Bagaimana kedudukan hukum Force Majeure sebagai akibat dari 

Wanprestasi?  

c. Bagaimana penyelesaian sengketa Wanprestasi akibat Force 

Majeure menurut teori Force Majeure dan bagaima penyelesaian 

Wanprestasi pada pembayaran kredit pakan ternak akibat Force 

Majeure berdasarkan putusan MA No.45/Pdt.G/2022/PN Sim? 

2. Tujuan Penelitian 
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a. Untuk mengetahui bentuk perjanjian yang mengalami Wanprestasi 

bisa disebut sebagai Force Majeure. 

b. Untuk mengetahui kedudukan hukum Force Majeure sebagai 

akibat dari Wanprestasi. 

c. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa Wanprestasi akibat 

Force Majeure menurut teori Force Majeure dan penyelesaian 

Wanprestasi pada pembayaran kredit pakan ternak akibat Force 

Majeure berdasarkan putusan MA No.45/Pdt.G/2022/PN Sim. 

3. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, di 

antaranya: 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pemahaman, wawasan, serta memberikan kontribusi bagi ilmu 

pengetahuan secara umum, khususnya dalam bidang hukum. 

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam 

pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait hukum kontrak 

dan pengaturan force majeure dalam sistem hukum di 

Indonesia. 

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

rekomendasi bagi pemerintah dalam merumuskan regulasi 

terkait kontrak, terutama dalam pengaturan force majeure. 

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menambah wawasan 
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bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai pentingnya 

pengaturan force majeure dalam memberikan perlindungan 

serta keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian. 

B. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah pernyataan yang dirumuskan sesuai dengan 

arah dan tujuan penelitian. Definisi ini bertujuan untuk memberikan 

pemahaman yang jelas kepada pembaca mengenai batasan kajian yang 

akan diteliti.
19

 Sesuai judul yang diajukan oleh penulis yaitu “Analisis 

Yuridis Force Majeure Sebagai Alasan Pembenaran Terhadap 

Putusan MA Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim” Berikut ini penulis akan 

menjelaskan definisi operasional dalam penelitian ini: 

1. Analisis Yuridis 

Analisis yuridis merupakan proses mengidentifikasi dan 

menguraikan berbagai aspek suatu permasalahan untuk dikaji lebih 

mendalam, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum, 

prinsip hukum, serta norma yang berlaku guna menemukan solusi atas 

permasalahan tersebut. 

2. Force Majeure 

Force majeure merupakan situasi di mana salah satu pihak dalam 

suatu perjanjian tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian 

kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Hal ini terjadi akibat 

peristiwa di luar kendali yang tidak dapat diprediksi atau diketahui saat 

                                                             
19

 Faisal, et.al, 2023, Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa, 

Medan: Pustaka Prima, halaman 5. 
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perjanjian dibuat. Dalam kondisi ini, pihak yang tidak dapat memenuhi 

kewajibannya tidak dapat disalahkan dan tidak harus menanggung 

risiko atas ketidak mampuannya tersebut.
20

 

3. Alasan Pembenaran 

Alasan pembenar merupakan faktor yang menghilangkan sifat 

melawan hukum dari suatu perbuatan, sehingga tindakan yang 

dilakukan oleh terdakwa dianggap sebagai perbuatan yang sah dan 

dapat dibenarkan. 

C. Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian 

yang akan dilakukan tidak identik dengan penelitian sebelumnya, sehingga 

dapat dijadikan objek kajian lebih lanjut. Hal ini juga berlaku untuk 

penelitian yang penulis lakukan dengan judul ―(Studi putusan MA Nomor 

45/Pdt.G/2022/PN Sim)‖ menurut penulis, penelitian ini layak untuk dikaji 

dan diteliti lebih dalam. Berdasarkan referensi dari literatur konvensional 

maupun sumber daring, penulis meyakini bahwa hanya sedikit penelitian 

yang mengangkat judul serupa. Namun, tidak menutup kemungkinan 

terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas permasalahan 

yang sejenis, sebagaimana berikut: 

1. Habsyah Amira Putri, Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum 

Indonesia Jantera pada tahun 2023 melakukan penelitian berjudul 

―Tinjauan Yuridis pada Pembenaran Force Majeure dalam 

                                                             
20

 Niru Anita Sinaga, ―Perspektif Force Majeure dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem 

Hukum Indonesia‖, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara 

Marsekal Suryadarma, Vol.11, No.1 September 2020, halaman 4. 
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Analisis PHK Massal di Pandemi Covid-19.‖ Penelitian ini 

menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis data yang 

digunakan berupa data sekunder. Data tersebut diperoleh dan 

dikumpulkan dari berbagai sumber yang tersedia, dengan 

menelaah konsep, teori, serta peraturan perundang-undangan 

yang relevan dengan topik penelitian ini. 

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya terletak pada fokus kajiannya. Penelitian ini lebih 

menitik beratkan pada aspek wanprestasi dalam pembayaran 

kredit pakan ternak akibat force majeure, sebagaimana dianalisis 

berdasarkan putusan MA No. 45/Pdt.G/2022/PN Sim. Sementara 

itu, penelitian lain lebih berfokus pada penggunaan konsep force 

majeure sebagai dasar pembenaran bagi perusahaan dalam 

melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. 

2. Yuli Nur Safitri, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas 

Krisnadwipayana pada tahun 2023 menulis penelitian berjudul 

"Analisis Penyelesaian Perjanjian Akibat Force Majeure Covid-

19 Antara Debitur dan Kreditur." Penelitian ini menggunakan 

metode normatif dengan sumber informasi yang dikategorikan 

berdasarkan sifatnya, sehingga data yang dikumpulkan terdiri 

dari materi hukum utama serta pendukung. 

Perbedaan utama dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian 

ini lebih berfokus pada wanprestasi dalam pembayaran kredit 
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pakan ternak akibat force majeure berdasarkan putusan MA No. 

45/Pdt.G/2022/PN Sim. Sementara itu, penelitian sebelumnya 

lebih menelaah persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu 

putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dengan kekuatan hukum 

yang tetap. 

D. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara melakukan 

penelitian secara sistematis. Penelitian sendiri merupakan aktivitas ilmiah 

yang melibatkan analisis dan penyusunan konsep secara metodologis, 

terstruktur, dan konsisten.
21

 Untuk memperoleh hasil penelitian yang 

optimal, penelitian ini menerapkan metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif, 

yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Pendekatan ini 

memandang hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan 

perundang-undangan (law in books). Kajian dalam penelitian ini 

berfokus pada sistematika hukum dalam peraturan tertentu atau hukum 

tertulis. Selain itu, penelitian ini menelaah kaidah atau aturan hukum 

sebagai suatu sistem yang berkaitan dengan peristiwa hukum tertentu. 

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode perundang-

undangan (Statute Approach), yaitu dengan mengkaji seluruh undang-

                                                             
21

 Eka N.A.M & Cynthia Hadinata, 2022, Penelitian Hukum, Malang: Setara Press, 

halaman 2-3. 
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undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang 

diteliti. Dalam penelitian yang bersifat praktis, pendekatan ini 

memungkinkan peneliti untuk menganalisis konsistensi dan 

keselarasan antara satu undang-undang dengan undang-undang 

lainnya, antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, 

maupun antara regulasi dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.
22

 

2. Sifat Penelitian  

Penelitian hukum bertujuan untuk memahami dan menggambarkan 

suatu keadaan terkait keberadaan serta penerapan norma hukum dalam 

masyarakat. Sesuai dengan tujuan tersebut, penelitian ini bersifat 

deskriptif, yang berarti hanya menggambarkan kondisi suatu objek 

atau peristiwa tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang berlaku 

secara umum.  

3. Sumber Data Penelitian  

Data yang digunakan dalam penelitian hukum dikumpulkan dari 

berbagai sumber, yang terdiri dari: 

a. Data yang berasal dari hukum Islam, yaitu Al-Qur’an dan 

Hadis (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam 

ini sering disebut sebagai data kewahyuan. Dalam penelitian 

ini, ayat-ayat Al-Qur’an dijadikan sebagai dasar untuk 

                                                             
22

 Ibid., halaman 35. 
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mengkaji, menganalisis, dan menjawab permasalahan yang 

diteliti. 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber pustaka, 

mencakup berbagai dokumen resmi seperti Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, laporan resmi, buku-buku ilmiah, 

serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, seperti: 

1. Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum utama yang 

memiliki kekuatan mengikat, seperti Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber yang 

memberikan penjelasan dan pemahaman lebih lanjut 

mengenai bahan hukum primer. Sumber ini dapat 

berupa buku, jurnal, karya ilmiah, serta informasi dari 

internet yang berkaitan dengan topik permasalahan 

yang dibahas. 

3. Bahan hukum tersier, yaitu sumber yang berfungsi 

sebagai referensi tambahan yang memberikan petunjuk 

atau penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum 

primer dan sekunder. Contohnya meliputi kamus, 

ensiklopedia, indeks majalah hukum, dan sumber 

referensi lainnya. 
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4. Alat Pengumpul Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 

studi kepustakaan (library research), yang diterapkan dengan dua cara, 

yaitu:  

a. Secara offline, yaitu mengumpulkan data dari studi kepustakaan 

secara langsung dengan mendatangi toko buku, perpustakaan (baik 

di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Muhammadiyah 

Sumatera Utara), untuk memperoleh data sekunder yang 

diperlukan dalam penelitian ini.  

b. Secara online, yaitu melakukan studi kepustakaan dengan 

memanfaatkan media internet untuk mencari dan mengumpulkan 

data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini. 

5. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu 

dengan memilih teori, asas, doktrin, serta pasal-pasal dalam undang-

undang yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang 

telah dikumpulkan disusun secara sistematis sehingga menghasilkan 

kualifikasi yang sesuai dengan pokok permasalahan. Selanjutnya, data 

tersebut diseleksi, diolah, dan disajikan secara deskriptif. Selain itu, 

penelitian ini juga mencakup analisis konstruksi terhadap data yang 

telah dikumpulkan guna menemukan solusi terhadap permasalahan 

yang ada. Dengan memanfaatkan data yang diperoleh, hasil penelitian 

ini dianalisis terlebih dahulu menggunakan metode analisis kualitatif. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Force Majeure di Indonesia  

Force Majeure atau keadaan memaksa yaitu suatu peristiwa 

bencana alam yang kedatangannya tidak dapat diprediksi oleh manusia 

sehingga ketika terjadi peristiwa tersebut maka tidak dapat 

dipersalahkan kepada salah satu pihak, mengakibatkan tidak 

berjalannya prestasi yang dijanjikan oleh kreditur dan debitur 

sebelumnya. Namun pasti ada pihak yang mengalami kerugian atas 

peristiwa tersebut maka kepada siapakah pihak tersebut dapat meminta 

pertanggung jawaban.
23

 

Menurut Wawan, Force Majeure atau keadaan memaksa adalah 

peristiwa yang terjadi kepada debitur dikarenakan bencana alam 

seperti terjadinya gempa bumi, kebakaran atau bahkan banjir sehingga 

debitur tidak dapat memenuhi prestasinya.
24

 Undang-undang telah 

menyebutkan jika terjadinya suatu peristiwa force majeure yang 

disebabkan oleh bencana alam dan debitur sebelumnya telah berupaya 

untuk menghindari kejadian terebut dan tidak terdapat kesengajaan 

atas tindakan tidak terpenuhinya suatu prestasi tersebut maka dengan 

ini undang-undang menyatakan untuk meringankan beban debitur 

                                                             
23
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24

 Wawan Muhwan Hariri, 2011, Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam 

Islam, Bandung: Pustaka Setia, halaman 106. 
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dengan cara tidak membayar biaya penggantian, bunga dan 

kerugiannya kepada kreditur.
25

 

Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai ―keadaan 

memaksa‖ yaitu suatu peristiwa yang dimana bukan dikarenakan 

kesalahan dari debitur dan suatu kejadian yang tidak diinginkan oleh 

debitur sehingga debitur dan kreditur mengalami kerugian, sehingga 

debitur dalam peristiwa ini tidak bisa dimintai pertanggung 

jawabannya atas tidak terlaksananya Kesepakatan yang telah dibuat 

antara kedua belah pihak sebelumnya.
26

 Force majeure adalah salah satu 

klausul yang umumnya terdapat dalam suatu perjanjian. Klausul ini 

memiliki kedudukan di dalam perjanjian utama dan bukan sebagai 

perjanjian terpisah, melainkan terkait langsung dengan perjanjian 

utama, sebagaimana halnya perjanjian accesoir. 

Ketika suatu perjanjian tidak memasukkan klausula force majeure 

maka orang-orang yang bersangkutan atas perjanjian itu haruslah taat 

dan patuh terhadap undang-undang. Maka dari itu klausul force 

majeure sangat penting dimasukkan didalam suatu perjanjian agar 

nantinya para pihak yang berada didalam perjanjian tersebut tidak akan 

ada yang merasa dirugikan atau bahkan dimanfaatkan. Namun dengan 

terdapatnya klausul tentang force majeure bukan berarti menjadi 

alasan debitur untuk membatalkan perjanjian dengan semudahnya, 
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26
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halaman 296. 
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alasan diberlakukannya klausul force majeure ini hanya sebatas untuk 

membatu para pihak dalam mencari alternatif untuk menyelesaikan 

suatu perkara tanpa perlu melalui proses pengadilan.
27

 

Ketentuan mengenai force majeure tentunya sudah diatur didalam 

BW atau sering disebut dengan KUHPerdata namun KUHPerdata tidak 

mengatur secara jelas mengenai tentang bagaimana permasalahan force 

majeure sendiri di Indonesia. Namun terdapat beberapa pasal yang bisa 

dihubungkan mengenai force majeure itu sendiri, yaitu:
28

 

a. Pasal 1244 KUHPerdata:  

Apabila terdapat alasan yang mendukung, pihak yang berutang 

dapat dikenakan sanksi untuk mengganti biaya, kerugian, dan 

bunga, kecuali ia mampu membuktikan bahwa kegagalan atau 

keterlambatan dalam melaksanakan perikatan disebabkan oleh 

suatu keadaan yang tidak terduga dan di luar tanggung 

jawabnya. Hal ini berlaku selama tidak terdapat iktikad buruk 

dari pihak yang bersangkutan. 

b. Pasal 1245 KUHPerdata:  

Biaya, kerugian, dan bunga tidak wajib diganti jika pihak yang 

berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya atau melakukan 

tindakan yang dilarang akibat keadaan memaksa atau kejadian 

yang tidak disengaja. 

                                                             
27

  Desak Nyoman Dwi Indah Parwati & I Made Sarjana, Op.cit., halaman 116. 
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Pada KUHPerdata terdapat pasal yang mengatur tentang 

mengesampingkan peristiwa wanprestasi akibat adanya keadaan 

memaksa yaitu terdapat pada pasal 1244-1245 yang mengatakan jika 

salah satu pihak dalam suatu perjanjian mengalami peristiwa force 

majeure maka dengan adanya pasal ini pihak tersebut akan terbebas dari 

tuntutannya atas ganti kerugian dan dalam pasal tersebut wanprestasi 

dapat dikesampingkan jika keadaan tersebut benar-benar masuk 

kedalam unsur keadaan memaksa dengan memiliki itikad baik. Jadi, 

klausul force majeure dalam suatu perjanjian hanya sebatas untuk 

membatu penguatan bukti atas terjadinya suatu peristiwa keadaan 

memaksa namun tidak untuk dijadikan alasan debitur meniadakan 

pelaksanaan ganti kerugian, karena pada hakikatnya ada ataupun 

tidaknya suatu klausul force majeure akan membuat debitur dibebaskan 

atas tuntutan ganti kerugian.
29

  

Force majeure adalah konsep dalam hukum perdata yang diakui 

sebagai prinsip hukum. Mochtar Kusuma Atmadja menyebutkan bahwa 

force majeure atau vis major dapat dijadikan alasan untuk tidak 

memenuhi kewajiban karena hilangnya atau lenyapnya objek atau 

tujuan utama dari perjanjian. Keadaan ini berkaitan dengan ketidak 

mungkinan pelaksanaan secara fisik maupun hukum, bukan sekadar 

kesulitan dalam memenuhi kewajiban. Pendapat serupa juga 
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 Husni Thamrin, ―Landasan Yuridis Gugatan Pembatalan Perjanjian Build Operate 

Transfer‖, Jurnal Ilmu Hukum The Juris II, Vol.2, No.1 Juni 2018, halaman 26. 
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dikemukakan oleh Mieke Komar Kantaatmadja, yang menyatakan 

bahwa:
30

 

1. Perubahan keadaan tidak ada pada saat perjanjian dibentuk. 

2. Perubahan tersebut disebabkan oleh faktor yang mendasar bagi 

perjanjian tersebut. 

3. Perubahan tersebut tidak dapat diprediksi sebelumnya oleh para 

pihak yang terlibat.  

4. Dampak dari perubahan tersebut harus bersifat drastis, 

sehingga memengaruhi ruang lingkup kewajiban yang harus 

dipenuhi berdasarkan perjanjian.  

5. Prinsip ini tidak dapat diterapkan pada perjanjian yang bersifat 

perbatasan serta jika perubahan keadaan terjadi akibat 

pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan 

tuntutan. 

Force majeure memiliki beberapa unsur yaitu:
31

 

1. Kejadian yang menyebabkan terhalangnya sebuah prestasi 

tidak bisa diperkirakan oleh semua pihak; 

2. Peristiwa tersebut tidak disengaja (lalai); 

3. Debitur tidak beritikad buruk;  

                                                             
30
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 Roni Nugraha, et.al, ―Analisis Pandemi Corona Virus Disease 2019 Sebagai Alasan 

Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Hukum Perdata di Indonesia‖, Journal Of Le 

Generalis (JLS), Vol.2, No.3 Maret 2021, halaman 924. 

https://doi.org/10.22146/jmh.16160


28 
 

 
 

4. Para pihak telah berusaha dengan itikad baik untuk 

mencegah terjadinya peristiwa tersebut; 

5. Barang yang menjadi objek perjanjian musnah (rusak, tidak 

lagi dapat diperdagangkan, atau hilang); 

6. Kejadian tersebut berada di luar kemampuan manusia untuk 

mengendalikan; 

7. Ketidakmampuan memenuhi kewajiban disebabkan oleh 

peristiwa di luar kendali manusia atau yang tidak dapat 

diatasi; 

8. Peristiwa terjadi tanpa adanya niat atau keinginan dari para 

pihak; 

9. Menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat 

dalam perjanjian; 

10. Berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban 

dalam perjanjian. 

Menurut hukum kontra, peristiwa yang dapat dikatakan force 

majeure apabila terpenuhinya tiga persyarat yaitu:
32

 

a. Peristiwa yang menyebabkan force majeure terjadi secara tidak 

terduga oleh para pihak sebelumnya. 

b. Peristiwa tersebut terjadi di luar kesalahan para pihak yang 

terlibat dan menjadi penyebab terjadinya force majeure. 
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c. Para pihak tidak memiliki niat atau itikad buruk dalam 

terjadinya force majeure. 

Jika ditinjau dari durasi berlangsungnya keadaan yang 

menyebabkan terjadinya force majeure, maka force majeure dapat 

dikategorikan menjadi:
33

 

a. Force majeure permanen 

Force majeure dikatakan bersifat permanen apabila kewajiban 

yang timbul dari suatu kontrak tidak dapat dipenuhi 

selamanya. Contohnya, jika barang yang menjadi objek 

kontrak telah musnah akibat kejadian di luar kesalahan debitur. 

b. Force majeure temporer 

Force majeure dikategorikan sebagai bersifat sementara 

(temporer) jika kewajiban dalam kontrak tidak dapat dipenuhi 

dalam jangka waktu tertentu akibat suatu peristiwa tertentu. 

Namun, setelah peristiwa tersebut berakhir, kewajiban tersebut 

dapat kembali dilaksanakan. 

Force majeure berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua jenis, 

yaitu absolut dan relatif, yang masing-masing memiliki dampak 

berbeda. Force majeure yang bersifat absolut merujuk pada peristiwa 

yang terjadi akibat faktor alam yang tidak dapat diprediksi 

sebelumnya, sehingga mengakibatkan kewajiban dalam perjanjian 
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tidak dapat dilaksanakan. Ketidak mampuan memenuhi perjanjian ini 

disebabkan oleh bencana alam yang tidak dapat dihindari oleh debitur, 

seperti banjir atau bencana lainnya, yang menyebabkan objek 

perjanjian musnah atau tidak dapat digunakan lagi. Sesuai dengan 

Pasal 1244 KUH Perdata, debitur tidak dapat dimintai pertanggung 

jawaban atas kegagalan memenuhi perjanjian tersebut dan dibebaskan 

dari tuntutan ganti rugi jika dapat membuktikan bahwa peristiwa 

tersebut bukan akibat kesalahannya serta tidak ada unsur kesengajaan 

dalam kejadian yang menghambat pemenuhan kewajiban tersebut.
34

 

Sementara itu, force majeure yang bersifat relatif adalah suatu 

keadaan di mana perjanjian yang telah disepakati tidak dapat 

dilaksanakan akibat faktor alam. Namun, dalam situasi ini, debitur 

sebenarnya masih dapat memenuhi kewajibannya, meskipun dengan 

pengorbanan yang besar. Dengan kata lain, kendala yang terjadi tidak 

sepenuhnya menghalangi pelaksanaan perjanjian, tetapi menyebabkan 

beban yang lebih berat bagi debitur dalam menjalankan kewajibannya. 

Force majeure yang bersifat relatif merupakan keadaan memaksa 

yang tidak sepenuhnya menghalangi pelaksanaan suatu perjanjian. 

Dalam situasi ini, meskipun terdapat hambatan, debitur masih dapat 

menjalankan kewajibannya, meskipun dengan pengorbanan yang 

besar. Selain itu, force majeure relatif juga mencakup keadaan yang 
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menyebabkan debitur untuk sementara waktu tidak dapat memenuhi 

perjanjian, tetapi setelah keadaan tersebut berakhir, kewajibannya 

dapat kembali dilaksanakan. Dalam kondisi ini, debitur tetap dapat 

memperoleh pembebasan dari biaya, kerugian, dan bunga, namun 

perjanjian itu sendiri tidak serta-merta menjadi batal.
35

 

B. Tinjauan Umum Alasan Pembenaran 

Alasan pembenar, yang juga dikenal sebagai alasan pemaaf, hanya 

dikenal dalam doktrin dan yurisprudensi dalam konteks penelitian serta 

penerapan pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan 

penghapusan pertanggung jawaban pidana. Alasan pemaaf (alasan 

pembenar) diartikan sebagai alasan terhadap seseorang dimaafkan atas 

tindakan hukum yang dilakukannya walaupun menurut undang-undang 

perbuatan yang dilakukannya sebagai suatu tindakan kejahatan. Alasan 

pembenar sendiri dapat melindungi seseorang dalam hukuman yang 

akan diterimanya dari perbuatan yang nyatanya telah dilakukannya.
36

 

Rechtvaardigingsronden atau alasan pembenar yaitu alasan yang 

menghapuskan sifat ―Wederrechtelijk‖ atau bisa disebut sebagai 

perbuatan melawan hukum. Jika seseorang dinyatakan telah bersalah 

tetapi dia menggunakan alasan pembenar ini maka tuntutan dan 

perbuatannya melawan hukum akan ditiadakan.
37

 Alasan pembenar 

adalah suatu alasan yang digunakan seseorang atas perbuatannya yang 
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dianggap melawan hukum menjadi suatu perbuatan yang 

diperbolehkan sehingga orang tersebut akan terbebas dari tuntutan 

yang dilayangkan kepadanya. Maka suatu perbuatan yang melawan 

hukum tidak dapat dinilai menjadi suatu kejahatan dan tidak dapat 

dimintai pertanggung jawabannya. Yang termasuk kedalam dasar 

alasan dasar pembenar (rechtsvaardingingsgronden):
38

 

1. Adanya daya paksa (Pasal 48 KUHP); 

2. Terdapat pembelaan yang terpaksa (Pasal 49 (1) KUHP); 

3. Terdapat sebab untuk menjalankan perintah undang-undang (Pasal 

50 KUHP); 

4. Adanya sebab untuk menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 

51 (1) KUHP). 

Kategori yang menjadi alasan penghapus pidana yang termasuk 

dalam alasan pembenar sebagaimana diatur dalam KUHP meliputi: 

1. Keadaan darurat (Pasal 48 KUHP)  

Pasal 48 KUHP menyatakan bahwa: ―Barang siapa yang 

melakukan perbuatan karena terpaksa oleh suatu kekuatan yang 

tidak dapat dihindari, tidak dapat dijatuhi hukuman.‖ Namun, pasal 

ini tidak secara spesifik merinci apa yang dimaksud dengan 

"paksaan". Berdasarkan Memorie van Toelichting, paksaan dalam 

konteks ini diartikan sebagai "een kracht, een drang, een dwang 

waaraan men geen weerstand kan bieden" yang berarti suatu 
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kekuatan, dorongan, atau tekanan yang tidak dapat dilawan atau 

dicegah. Maka alasan pemebanar tersebut akan dikategorikan 

sebagai suatu tindakan yang dapat dibenarkan jika orang yang 

melakukan tindakan tersebut sedang berada dibawah paksaan orang 

lain sehingga orang tersebut tidak dapat untuk menolaknya. 

Dengan contoh seseorang yang dipaksa untuk menlakukan suatu 

perbuatan yang atas dirinya tidak ingin melakukan perbuatan 

tersebut akan tetapi dengan adanya paksaan yang diterimanya 

sehingga orang itu melakukan tindakan tersebut. Atas dasar itu 

maka tindakan yang terjadi dapat dikategorikan sebagai tindakan 

paksaan absolut. 

2. Keadaan Terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP)  

Pasal 49 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang yang 

melakukan suatu perbuatan karena terpaksa demi melindungi diri 

sendiri, orang lain, kehormatan, atau harta benda—baik miliknya 

maupun milik orang lain—dari serangan yang melawan hukum dan 

mengancam secara langsung pada saat itu, tidak dapat dikenakan 

hukuman. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Bentuk perjanjian yang mengalami Wanprestasi bisa disebut sebagai 

Force Majeure 

Perjanjian didalam hukum perdata sudah diatur pada buku ke III 

tentang perikatan, didalam buku tersebut mengatur tentang bagaimana 

seseorang dalam melakukan suatu perbuatan yang mengandung perjanjian, 

dimana didalam suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban masing-

masing pihak serta kecakapan seseorang dalam membuat suatu 

perjanjian.
39

 

Pasal 1338 KUH Perdata menentukan: 

"Setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan 

mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya. 

Perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan kecuali atas kesepakatan 

bersama antara kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang 

diakui oleh undang-undang. 

Selain itu, setiap perjanjian harus dijalankan dengan itikad baik." 

 

Prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH 

Perdata dapat digunakan sebagai solusi untuk melakukan renegosiasi 

kontrak, baik dalam bentuk penjadwalan ulang (rescheduling), 

restrukturisasi (restructuring), maupun penyesuaian kembali 

(reconditioning). Kesepakatan hasil renegosiasi tersebut dapat dituangkan 

dalam addendum kontrak. 

Dalam sebuah perjanjian yang didalamnya terdapat kontra maka 

asas itikad baik sangat diperlukan agar seluruh pihak yang merasa 
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terugikan mendapatkan hasil yang baik. Terdapatnya suatu tindakan itikad 

baik akan dibuktikan dipengadilan, apakah salah satu pihak tidak 

melaksanakan suatu kewajiban yang sebagaimana semestinya telah 

diperjanjikan dikarenakan masuk kedalam kategori keadaan memaksa atau 

dikarenakan pihak tersebut hanya tidak ingin untuk melaksanakan 

kewajibannya diperjanjian tersebut.
40

 

Perjanjian dibuat agar kedua belah pihak merasa saling 

diuntungkan, maka didalam perjanjian terdapat asas itikad baik (good 

faith) yang dimana ketika perjanjian dilakukan maka kedua belah pihak 

harus mematuhi dan menjalankan hak dan kewajiban yang berlaku dan 

perjanjian dibuat berdasarkan keinginan langsung dari kedua belah pihak. 

Pada saat terjadinya perjanjian maka masing-masing pihak akan tunduk 

kepada asas pacta sunt servanda karena asas ini merupakan pedoman bagi 

setiap pihak yang melaksakan perjanjian.
41

 

Ketika para pihak telah sepakat mengenai pembuatan peranjian maka 

sudah seharusnya pihak-pihak yang bersangkutan harus menjalankan 

kewajiban-kewajiban yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah 

pihak. Ketika masing-masing pihak telah melaksanakan kewajiban-

kewajiban yang telah disepakati sebelumnya maka perjanjian yang 
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dilakukan telah berakhir dikarenakan para pihak tidak ada yang merasa 

dirugikan karena terpenuhinya semua prestasi yang diinginkan.
42

  

Ketika melakukan suatu perjanjian maka akan terjadinya perikatan 

bagi pihak yang menjalankan perjanjian tersebut, jika diperhatikan 

kembali didalam kehidupan banyak sekali terjadinya suatu perikatan yang 

dengan sadar maupun tidak telah terjadi. Adapun ciri-ciri terjadinya 

perjanjian yang dilakukan yaitu terdapat hak (prestasi) dan kewajiban 

(kontra prestasi) yang menjadi nilai jual antar pihak dalam suatu 

perjanjian, namun terdapat keadan yang dimana kewajiban dari 

pemenuhan perjanjian tidak dapat dilaksanakan seperti terjadinya peristiwa 

force majeure atau keadaan memaksa. Peristiwa ini terjadi bukan 

dikarenakan kesengajaan dari salah satu pihak melainkan dikarenakan 

faktor bencana alam sehingga pihak yang terkena bencana tersebut tidak 

dapat memprediksi kejadian ini sebelumnya.
43

 

Ketika telah melakukan sebuah perjanjian maka isi dari perjanjian 

tersebut tidak dapat diganti atas dasar keinginan satu pihak, jika salah satu 

pihak merubah isi dari perjanjian tanpa adanya kesepakatan dari pihak 

lainnya maka akan menimbulkan perbuatan wanprestasi dan kerugian bagi 

pihak lainnya atas hak yang didapat dari perjanjian yang telah disepakati 

sebelumnya. Maka dari itu keberlangsungan dari perjanjian haruslah 

berdasarkan dari kesepakatan kedua belah pihak dalam memutuskan 

perjanjian itu sendiri, namun jika salah satu pihak tetap ingin merubah isi 
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dari perjanjian haruslah disepakati terlebih dahulu yang mana telah diatur 

sesuai pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata. Persitiwa yang disebabkan oleh 

keadaan alam atau yang disebut sebagai Force Mejeure adalah suatu 

keadaan yang dapat menimbulkan terjadinya persitiwa wanprestasi. Dari 

Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa force 

majeure adalah kondisi dimana tidak terjalankan kewajiban yang telah 

disepakatin bersama dikarenakan terjadinya bencana alam yang terjadi 

diluar kendali dari debitur atas perjanjian yang telah disepakati. Maka jika 

terjadinya kondisi Force Mejeure dikarenakan bencana alam akan menjadi 

alasan yang dimaafkan bagi debitur dalam tidak menjalankan 

kewajibannya atas perjanjian kepada kreditur.
44

 

Perjanjian dapat berakhir jika memenuhi isi dari pasal 1381 

KUPerdata, yaitu:
45

 

1. Karena pelunasan utang; 

2. Karena penawaran pembayaran secara tunai yang disertai 

dengan penyimpanan atau penitipan; 

3. Karena pembaruan utang (novasi); 

4. Karena saling hapus utang atau kompensasi; 

5. Karena percampuran utang; 

6. Karena penghapusan utangnya; 

7. Karena hilangnya atau musnahnya objek yang terutang; 
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8. Karena perikatan yang dibatalkan; 

9. Karena terpenuhinya syarat batal; 

10. Karena telah habis jangka waktu (daluwarsa). 

Perjanjian lahir sebagai akibat dari adanya perikatan antara debitur 

dan kreditur sehingga menuntut Terdapat hak dan kewajiban yang dimiliki 

oleh kreditur dan debitur, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh pasal 

1338 KUHPerdata yaitu kesepakatan akan memiliki kekuatan yang 

mengikat layaknya undang-undang bagi setiap pihak yang 

menyepakatinya. Dari perjanjian tersebut akan menimbulkan hak dan 

kewajiban dari berbagai pihak seperti debitur yang berkewajiban untuk 

memenuhi prestasi atas perjanjian yang dilakukan dan kreditur yang akan 

menuntut haknya dari debitur. Meskipun setiap pihak yang melakukan 

perikatan tidak ingin terjadi kendala nantinya, namun terkadang terdapat 

peristiwa yang tidak terduga yang akan terjadi seperti terjadinya suatu 

peristiwa yang menyebabkan wanprestasi. 
46

 

Force majeure atau keadaan memaksa adalah persitiwa bencana 

alam yang tidak disangka sebelumnya akan terjadi, persitiwa itu terjadi 

setelah perjanjian disepakati sehingga debitur tidak dapat melanjutkan 

kewajibannya atas perjanjian.  Keadaan tersebut akan dikatakan sebagai 

force majeure jika debitur tidak dinyatakan lalai dalam prestasinya 

sehingga debitur nantinya tidak akan dipersalahkan dan dimintai 

pertanggung jawaban atas tindakannya yang tidak melakukan kewajiban 

                                                             
46

 Niru Anita Sinaga & Nurlely Darwis, ―Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan 

Perjanjian‖, Jurnal Mitra Manajemen, Vol.7 No.2, (2015), halaman 44. 



39 
 

 
 

atas perjanjian. Atas dasar itu jika debitur benar-benar masuk kedalam 

kategori force majeure dan ingin dinyatakan bebas dari gugatan kreditur 

atas dirinya maka harus memenuhi syarat terjadinya force majeure antara 

lain:
47

 

a. Pemenuhan prestasi terhalang atau tercegah; 

b. Terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut diluar kesalahan 

debitur; 

c. Peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi tersebut 

bukan merupakan resiko debitur. 

Adapun akibat hukum dari tidak terpenuhinya keadaan Force 

majeure, sebagai berikut:
48

 

1. Kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi; 

2. Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai; 

3. Debitur tidak wajib membayar ganti rugi; 

4. Risiko tidak beralih kepada debitur; 

5. Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan dalam per-janjian 

timbal balik. 

6. Perikatan dianggap gugur. 

Perjanjian yang akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para 

pihak yang telah terlindungi jika perjanjian tersebut telah menuju pada 

masanya untuk menuntaskan kewajiban. Para pihak wajib dalam 
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menjalankan hak dan kewajibannya sebelum terbentuknya kesepakatan 

yang telah berubah bagi kedua belah pihak, jika dalam perjanjian terdapat 

pihak yang merasa dirugikan karena terjadinya wanprestasi dan pihak 

tersebut tidak mendapatkan ganti rugi atas itu maka kejadian tersebut akan 

berdampak kepada keharmonisan pihak yang bersengketa sehingga dalam 

hal ini pemerintah tentunya harus ikut andil dalam memberikan sanksi dan 

hukuman bagi pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain.
49

 

Dalam suatu perjanjian terdapat 2 faktor yang menyebabkan 

seseorang gagal dalam memenuhi kewajibannya atas perjanjian yang telah 

dibentuk yaitu wanprestasi dan force majeure kedua faktor ini 

menyebabkan perjanjian tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan. 

Namun, wanprestasi dan force majeure terjadi dalam tahap pelaksanaan 

perjanjian secara spesifik kejadian wanprestasi dan force majeure muncul 

ketika suatu perjanjian tidak dapat dijalankan. Perbedaan utama antara 

wanprestasi dan force majeure terletak pada unsur kesalahan atau 

kelalaian debitur. Wanprestasi terjadi karena adanya kesalahan atau 

kelalaian dari debitur, sedangkan force majeure terjadi akibat keadaan di 

luar kendali debitur yang menghalangi pelaksanaan kewajibannya. Selain 

itu, perbedaan lainnya berkaitan dengan beban pembuktian, di mana dalam 

kedua kasus tersebut, debitur tetap harus membuktikan kondisinya. Lebih 
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lanjut, wanprestasi dan force majeure juga memiliki konsekuensi hukum 

yang berbeda bagi debitur.
50

 

Terdapat beberapa perbedaan mengenai tanggung jawab terhadap 

force majeure dan wanprestasi, adapun penjelasan mengenai force 

majeure yaitu memberikan keringanan bagi debitur, seperti terbebas dari 

kewajiban membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada kreditur. 

Sementara itu, dalam kasus wanprestasi, debitur yang gagal memenuhi 

kewajibannya dapat dikenakan sanksi atau hukuman hukum, seperti:
51

 

1. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang diderita 

oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata). 

2. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut 

permutusan atau pembatalan perikatan melalui pengadilan 

(Pasal 1266 KUHPerdata). 

3. Perikatan untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada 

debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) 

KUHPerdata).  

4. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat 

dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian 

(Pasal 1267 KUHPerdata). 

5. Debitor wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di 

muka pengadilan negeri dan debitor dinyatakan bersalah. 
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Menurut Wawan, Wanprestasi dapat diartikan sebagai kegagalan 

salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang sebelumnya sudah terjadi 

kesepakatan. Hal ini dapat terjadi karena dua kemungkinan, yaitu:
52

 

1. Dikarenaka debitur yang tidak menjalankan kewajiban yang 

seharusnya dipenuhinya, baik dikarenakan akibat lalai ataupun 

secara sengaja; 

2. Karena adanya peristiwa diluar kendali seperti bencana alam 

atau yang disebut force majeure yang terjadi tanpa kehendak 

debitur. 

Wanprestasi dapat dianggap sebagai force majeure apabila 

kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya disebabkan oleh 

peristiwa yang tidak dapat diprediksi atau diketahui saat perjanjian dibuat. 

Dalam situasi ini, debitur tidak dapat dianggap bersalah karena kejadian 

tersebut terjadi di luar kehendak dan kemampuannya. Namun, suatu 

kegagalan dalam memenuhi kewajiban dapat dikategorikan sebagai force 

majeure jika:
53

 

1. Benda yang menjadi objek perjanjian telah hilang ketika kontrak 

perjanjian masi berjalan; 

2. Tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang menghalangi 

perbuatan debitur untuk berprestasi; 
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3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada 

waktu membuat perikatan. 

Pada perjanjian fasilitas kredit pembelian pakan ternak di 

Haranggaol prestasi pembayaran tidak dilakukan tergugat dikarenakan 

tergugat mengalami kematian ikan secara masal yang setiap harinya 

diperkirakan sekitar 40%-60% ikan yang mati dan puncaknya pada 2016 

mengakibatkan tergugat mengalami kerugian 2,4 M atau kurang lebih 100 

ton ikan yang mati, sehingga penggugat maupun tergugat sama-sama tidak 

mengetahui akan adanya bencana alam tersebut. 

Pada force majeure terdapat 2 bagian yaitu:
54

 

1. Force majeure yang absolut merupakan keadaan yang sepenuhnya 

menghalangi debitur untuk melaksanakan kewajiban yang timbul dari 

perjanjian. Dalam situasi ini, pelaksanaan perjanjian menjadi benar-

benar tidak mungkin dilakukan. Contohnya, dalam perjanjian 

pembuatan lukisan, jika pelukis meninggal dunia secara mendadak, 

maka perjanjian tersebut tidak dapat direalisasikan. 

2. Sedangkan yang dimaksud dengan force majeure yang relatif adalah 

suatu keadaan yang membuat pemenuhan kewajiban menjadi sulit 

dalam kondisi normal, meskipun masih mungkin dilakukan dengan 

cara yang tidak biasa. Contohnya, dalam perjanjian ekspor barang, jika 

setelah perjanjian dibuat pemerintah mengeluarkan larangan ekspor 
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terhadap barang tersebut, maka pelaksanaannya menjadi terhambat 

meskipun masih ada kemungkinan alternatif. 

Force majeure dalam kontrak perjanjian merupakan situasi di mana 

debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya akibat peristiwa atau 

keadaan yang tidak terduga serta tidak dapat diantisipasi pada saat 

perjanjian dibuat. Keadaan ini secara hukum tidak dapat dibebankan 

kepada debitur, asalkan debitur bertindak dengan itikad baik. Karena 

peristiwa yang menyebabkan keadaan memaksa tersebut tidak dapat 

diprediksi oleh siapapun sebelumnya, maka hal itu tidak termasuk dalam 

"asumsi dasar" saat perjanjian disepakati.
55

 

Dalam klausula force majeure debitur akan terbebas dalam 

melaksanakan kewajiban yang telah sebelumnya diperjanjikan jika:
56

 

1. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya force majeure tidak 

terduga pada waktu dibuatnya perjanjian yang bersangkutan; 

2. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada 

pihak yang harus melaksanakan prestasi (debitur); 

3. Peristiwa tersebut diluar kesalahan pihak debitur; 

4. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya force majeure tersebut 

bukan karena kesalahan debitur; 

5. Debitur tidak dalam keadaan beritikad buruk; 
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6. Jika terjadi force, perjanjian menjadi gugur, dan sedapat 

mungkin para pihak dikembalikan seperti seolah-olah tidak 

pernah ada perjanjian; 

7. Dalam situasi force majeure, tidak terdapat kewajiban untuk 

membayar ganti rugi. Namun, karena perjanjian menjadi tidak 

berlaku, demi menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban 

maka masih dimungkinkan adanya restitusi (pengembalian 

benda) atau quantum meruit (pengembalian harga barang). 

8. Risiko akibat force majeure menjadi tanggung jawab kreditur 

sejak waktu dimana barang yang objek perjanjian seharusnya 

diserahkan. 

Dalam akibat hukum wanprestasi debitur untuk membebaskan diri 

dari tanggung jawab dengan mendalilkan adanya force majeure, yaitu:
57

 

a. Debitur harus membuktikan bahwa kegagalannya dalam 

melaksanakan kewajiban disebabkan oleh hambatan yang 

berada di luar kendalinya sebelum batas waktu 

pelaksanaan kewajiban berakhir (jatuh tempo); 

b. Hambatan tersebut tidak dapat diperkirakan secara wajar 

pada saat kontrak telah disepakati; 

c. Jika hambatan bersifat sementara, diberikan toleransi 

penundaan pelaksanaan kewajiban dengan 

                                                             
57

 Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., halaman 277-278. 



46 
 

 
 

mempertimbangkan dampaknya terhadap pemenuhan 

kewajiban tersebut; 

d. Debitur wajib memberitahukan kreditur mengenai 

terjadinya force majeure secara layak. Jika kewajiban 

pemberitahuan ini tidak dipenuhi, debitur dapat dimintai 

pertanggung jawaban atas kerugian yang timbul akibat 

kelalaian tersebut. 

Risiko terdapat dalam perjanjian sepihak dan perjanjian timbal 

balik. Kerugian yang harus ditanggung oleh debitur karna force majeure 

berbentuk:
58

 

1. Pembayaran kerugian materiil; 

2. Pemabayaran kerugian immateriil; 

3. Pembayaran utang pokok; 

4. Pembayaran kerugian kreditur; 

5. Pembayaran bunga dari utang pokok; 

6. Penanggungan seluruh biaya. 

Ketika sebuah perjanjian mengalami force majeure, perjanjian 

tersebut akan otomatis berakhir karena tidak dapat dilaksanakan atau harus 

ditunda. Namun, situasi bisa menjadi lebih rumit jika kedua belah pihak 

yang terikat dalam perjanjian memiliki pandangan berbeda mengenai force 

majeure yang terjadi. Perselisihan atau sengketa dalam perjanjian biasanya 
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muncul ketika salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya. Jika 

pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidak puasannya dan pihak 

kedua memberikan tanggapan yang bertentangan, maka konflik pun tak 

terhindarkan. Untuk menyelesaikan sengketa semacam ini, terdapat dua 

metode utama yang dapat digunakan. Pertama, melalui jalur formal yang 

disebut adjudikasi, yaitu proses penyelesaian melalui pengadilan atau 

arbitrase. Kedua, melalui pendekatan informal yang lebih fleksibel, di 

mana para pihak berusaha mencapai kesepakatan bersama melalui 

negosiasi atau mediasi. Dibandingkan dengan penyelesaian melalui litigasi 

di pengadilan yang cenderung kaku dan membutuhkan biaya tinggi, 

metode non-litigasi seperti perundingan lebih hemat biaya dan 

memberikan hasil yang lebih adil bagi kedua belah pihak. Dengan 

negosiasi yang efektif, kedua pihak dapat menemukan solusi yang saling 

menguntungkan atau win-win solution, sehingga sengketa dapat 

diselesaikan tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan rumit.
59

 

Force majeure tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk 

membatalkan suatu kontrak, karena pembatalan kontrak akibat force 

majeure sangat bergantung pada ketentuan yang telah disepakati dalam 

klausul kontrak. Dengan kata lain, sebelum mengklaim bahwa suatu 

perjanjian dapat dibatalkan karena keadaan force majeure, perlu terlebih 

dahulu diteliti apakah dalam kontrak terdapat ketentuan yang menyatakan 
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bahwa jika terjadi keadaan force majeure, maka isi perjanjian tersebut 

dapat dikesampingkan atau tidak. Keberadaan klausul yang mengatur 

mengenai force majeure dalam kontrak menjadi sangat penting karena 

menentukan apakah suatu keadaan yang menghambat pelaksanaan 

kewajiban benar-benar dapat dijadikan dasar untuk membebaskan salah 

satu pihak dari tanggung jawabnya. Selain itu, tidak hanya keberadaan 

klausul yang harus diperhatikan, tetapi juga jenis force majeure yang 

terjadi, apakah sesuai dengan kategori yang telah disepakati dalam kontrak 

atau tidak.
60

 

Apabila terjadi force majeure yang menyebabkan wanprestasi, 

penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui berbagai jalur, baik melalui 

proses formal seperti pengadilan dan arbitrase, maupun melalui jalur non-

litigasi seperti negosiasi dan mediasi. Dalam situasi di mana perjanjian 

tidak secara rinci mengatur jenis peristiwa, baik yang bersifat alamiah 

maupun non-alamiah, yang dapat dikategorikan sebagai force majeure, 

maka yang perlu diperhatikan adalah jenis kewajiban atau prestasi yang 

harus dipenuhi dalam perjanjian tersebut. Sebagai contoh, jika kewajiban 

dalam kontrak adalah pembayaran utang, maka penyebaran pandemi 

Covid-19 tidak dapat dijadikan alasan force majeure, karena pembayaran 

tetap dapat dilakukan melalui berbagai sarana elektronik seperti ATM atau 

mobile banking. Namun, dalam situasi di mana kewajiban yang harus 

dipenuhi bersifat fisik, seperti seorang penyanyi yang dijadwalkan 
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menggelar konser tetapi terhalang oleh kebijakan pembatasan sosial akibat 

pandemi, maka penyanyi tersebut dapat dibebaskan dari kewajibannya 

karena kondisi yang terjadi memang benar-benar menghalangi 

pelaksanaan perjanjian. Oleh karena itu, dalam menilai apakah suatu 

keadaan dapat dikategorikan sebagai force majeure, perlu 

dipertimbangkan secara cermat baik ketentuan dalam kontrak maupun sifat 

dari kewajiban yang harus dilaksanakan. 

B. Kedudukan hukum Force Majeure sebagai akibat dari Wanprestasi 

Wanprestasi merupakan suatu kondisi dalam hukum perjanjian di 

mana salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana yang 

telah disepakati dalam perjanjian. Ketika wanprestasi terjadi, berarti telah 

terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang diatur dan 

dilindungi oleh hukum. Karena wanprestasi hanya berlaku dalam konteks 

hukum perjanjian, penyelesaiannya seharusnya mengikuti mekanisme 

yang telah ditentukan dalam perjanjian itu sendiri. Sering kali, 

permasalahan wanprestasi tidak hanya disebabkan oleh kelalaian atau 

kesalahan dari salah satu pihak, tetapi juga bisa terjadi sebagai bentuk 

respons terhadap wanprestasi yang lebih dahulu dilakukan oleh pihak lain. 

Hal ini terutama terjadi dalam perjanjian yang bersifat timbal balik, di 

mana kewajiban satu pihak bergantung pada pemenuhan kewajiban pihak 

lainnya. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi, 

perlu dipahami dengan baik latar belakang dan alasan mengapa salah satu 

pihak tidak memenuhi kewajibannya. Istilah wanprestasi sering kali 
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disamakan dengan kelalaian, ingkar janji, atau pelanggaran terhadap 

perjanjian. Seseorang dapat dikatakan melakukan wanprestasi jika ia gagal 

menjalankan kewajiban yang telah disepakati, atau justru melakukan 

sesuatu yang secara kontrak seharusnya tidak dilakukan. Dengan 

demikian, wanprestasi tidak hanya mencakup kegagalan dalam memenuhi 

janji, tetapi juga tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam 

perjanjian.
61

 

Wanprestasi dapat dikenakan pada seseorang jika mereka 

melakukan hal-hal:
62

 

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan 

2. Debitur terlambat memenuhi perikatan 

3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan. 

Kreditur berhak menuntut kompensasi kepada debitur dalam 

bentuk ganti rugi, termasuk biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang 

dialami, serta bunga sebagai akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban 

yang telah disepakati dalam perjanjian. Sesuai dengan ketentuan hukum, 

sebelum kreditur dapat mengajukan tuntutan tersebut, debitur harus 

terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai (ingebrekestelling).
63

 

                                                             
61

 I Ketut Oka Setiawan, 2021, Hukum Perikatan, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 

19. 
62

 Anggita Fahrani & Rizka Syafriana, ―Kajian Hukum Pengembangan Usaha Sektor 

Agribisnis Dengan Sistem Syariah Pada Era Globalisasi‖, Legal Perspective, Vol.3 No.2, (2023), 

halaman 137-138. 
63

 Ibid. 



51 
 

 
 

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan 

bahwa kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi, termasuk biaya, 

kerugian, dan bunga, baru berlaku jika ia tetap tidak memenuhi 

kewajibannya setelah dinyatakan lalai. Lalai di sini berarti debitur telah 

diberikan peringatan oleh kreditur mengenai batas waktu terakhir untuk 

memenuhi kewajibannya, namun tetap mengabaikannya. Jika batas waktu 

tersebut terlewati tanpa tindakan dari debitur, maka ia dapat dianggap telah 

melakukan wanprestasi atau ingkar janji.
64

 Bentuk wanprestasi dapat 

berupa:
65

 

1. Debitur gagal dalam memenuhi prestasi.  

Dalam situasi ini, debitur sama sekali tidak melaksanakan 

kewajiban yang telah disepakati, baik karena ketidak 

sediaannya untuk memenuhi kewajiban tersebut maupun 

karena adanya kondisi yang membuat kreditur secara objektif 

tidak mungkin lagi menerima pemenuhan prestasi. Selain itu, 

jika dilihat dari sudut pandang subjektif, debitur tetap dianggap 

tidak memenuhi prestasinya secara keseluruhan. 

2. Debitur memenuhi prestasi tapi tidak sesuai atau keliru.  

Debitur beranggapan bahwa ia telah memenuhi kewajibannya 

sesuai perjanjian, namun dalam kenyataannya, prestasi yang 

diterima oleh kreditur tidak sesuai dengan yang telah 
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disepakati. Jika kesalahan dalam pemenuhan prestasi tersebut 

tidak dapat diperbaiki atau dikoreksi, maka debitur dianggap 

tidak memenuhi kewajibannya sama sekali. 

3. Debitur terlambat atau tidak tepat waktunya berprestasi.  

Debitur berprestasi, objek prestasinya betul, namun tidak 

sebagaimana diperjanjikan. Debitur digolongkan terlambat 

berprestasi apabila objek prestasinya masih berguna 

bagi kreditur. 

Force Majeure atau yang dikenal sebagai keadaan memaksa, 

adalah situasi di mana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada 

kreditur karena adanya kejadian di luar kendalinya. Kejadian ini bisa 

berupa bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor, wabah 

penyakit, kerusuhan, perang, atau peristiwa lain yang tidak bisa diprediksi 

dan dihindari. Dalam bahasa Indonesia, force majeure sering disebut 

sebagai keadaan kahar, sementara dalam bahasa Prancis, istilah ini berarti 

"kekuatan yang lebih besar‖. Secara umum, suatu peristiwa dapat 

dikategorikan sebagai force majeure jika terjadi secara tiba-tiba, berada di 

luar kendali pihak yang terlibat dalam perjanjian, dan tidak dapat dicegah. 

Oleh karena itu, hampir setiap kontrak biasanya mencantumkan klausul 

force majeure untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang 

bisa menghambat pelaksanaan perjanjian. Keberadaan klausul ini penting 

untuk mencegah terjadinya perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. 

Jika suatu peristiwa telah diakui sebagai force majeure, maka debitur dapat 
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terbebas dari kewajiban membayar ganti rugi kepada kreditur akibat 

kegagalannya dalam memenuhi perjanjian.
66

 

Keadaan memaksa memiliki keterkaitan yang erat dengan 

persoalan ganti rugi dalam suatu perjanjian. Hal ini disebabkan oleh 

dampak hukum yang ditimbulkan, di mana force majeure tidak hanya 

menyebabkan kewajiban dalam perjanjian mengalami penundaan atau 

bahkan menjadi gugur, tetapi juga dapat menghilangkan tanggung jawab 

debitur untuk membayar ganti rugi atas ketidak mampuannya memenuhi 

perjanjian tersebut.
67

 

Keadaan memaksa merujuk pada suatu peristiwa yang berdampak 

pada para pihak dalam suatu perikatan, di mana pihak yang tidak dapat 

memenuhi kewajibannya tidak dianggap melakukan wanprestasi. Dengan 

kata lain, ketika terjadi force majeure, debitur tidak memiliki kewajiban 

untuk membayar ganti rugi. Dalam perjanjian yang bersifat timbal balik, 

kreditur juga tidak dapat mengajukan tuntutan pembatalan, karena 

perikatan tersebut dianggap gugur atau tidak berlaku lagi. Beberapa ahli 

hukum masih menggunakan istilah overmacht dalam membahas akibat 

hukum yang timbul akibat keadaan memaksa ini.
68

 

Akibat dari adanya keadaan memaksa, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, debitur 
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dapat terbebas dari kewajiban membayar ganti rugi. Hal ini berlaku jika 

ketidak mampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya disebabkan oleh 

suatu peristiwa yang tidak terduga, terjadi tanpa unsur kesengajaan, dan 

tanpa adanya iktikad buruk dari pihak debitur. Dengan demikian, terdapat 

tiga unsur utama yang harus dipenuhi agar suatu kejadian dapat 

dikategorikan sebagai keadaan memaksa, yaitu:
69

 

a. Tidak memenuhi prestasi; 

b. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur; 

c. Faktor penyebab itu tidak dapat diduga sebelumnya, dan tidak 

dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur. 

Dalam situasi force majeure atau keadaan di luar kendali, kreditur 

tidak berhak menuntut ganti rugi. Hal ini berbeda dengan wanprestasi, di 

mana kreditur justru berhak menerima ganti rugi akibat kelalaian debitur, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata. Selain 

itu, ketentuan mengenai pembatalan otomatis suatu perjanjian harus 

disepakati terlebih dahulu dalam kontrak, sedangkan force majeure tidak 

memerlukan perjanjian khusus untuk diberlakukan. Ketika keadaan di luar 

kendali ini terjadi, perjanjian dapat dianggap batal, antara lain dalam 

kondisi sebagai berikut:
70

 

1. Musnahnya objek tukar-menukar (Pasal 1545 KUH 

Perdata); 
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2. Musnahnya barang yang disewakan (Pasal 1553 KUH 

Perdata); 

3. Musnahnya pekerjaan di luar kelalaian pemborong (Pasal 

1607 KUH Perdata); 

4. Berakhirnya carter kapal karena kapal musnah 

(Pasal 462 KUHD). 

  Menurut Subekti, debitur dianggap lalai atau melakukan perbuatan 

wanprestasi dalam suatu perjanjian apabila ia gagal melaksanakan 

kewajibannya, terlambat memenuhinya, atau menjalankannya dengan cara 

yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Namun, jika debitur dapat 

membuktikan bahwa ia mengalami keadaan memaksa (force majeure) 

yang benar-benar membuatnya tidak dapat memenuhi perikatan tersebut, 

maka ia tidak dapat dipersalahkan dan tidak perlu menanggung risiko 

akibat kejadian tersebut. Dalam hal ini, force majeure memengaruhi 

kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian, yaitu:
71

 

1. Force majeure yang bersifat absolut (mutlak, permanen), yang 

mengakibatkan pelaksanaan prestasi tidak mungkin dilakukan;  

2. Force majeure yang bersifat relatif atau sementara adalah 

keadaan yang menyebabkan pelaksanaan kewajiban secara 

normal tidak dapat dilakukan. Namun, dalam kondisi tertentu, 

kewajiban tersebut masih dapat dipenuhi dengan cara yang 
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tidak biasa atau dapat ditunda sementara hingga situasi 

memungkinkan untuk memenuhi kewajiban kembali. 

Dalam perjanjian, seseorang yang terhalang melaksankaan 

prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga oleh mereka 

sebelum membuat perjanjian maka secara hukum debitur tidak dapat 

dimintai pertanggung jawaban, seperti yang sudah dijelaskan dalam 

KUHPerdata yang berbunyi: 

Pasal 1244 KUHPerdata 

―Jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum mengganti biaya, rugi 

dan bunga apabila dia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau 

tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatal itu, disebabkan 

suatu hal yang tidak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan 

padanya, kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidaklah ada padanya.‖ 

 Pasal 1245 KUHPerdata 

―Tidaklah biaya, rugi dan bunga, harus digantinya, apabila karena keadaan 

memaksa, atau karena suatu kejadian tidak disengaja debitur berhalangan 

memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal 

yang sama telah melakukan hal-hal yang terlarang.‖ 

Bagi debitur syarat force majeure dapat menghindarinya dari 

tuduhan atas wanprestasi jika berhasil membuktikan ketidak 

bersalahannya dengan syarat seperti: 

1. Force majeure terjadi diluar kesalahan debitur, namun debitur telah 

dalam keadaan lalai; 

2. Tercegahnya pemenuhan prestasi dapat diduga pada waktu 

penutupan perjanjian; 
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3. Tercegahnya pemenuhan disebabkan kesalahan seseorang yang 

diikut sertakan dalam melaksankan perikatan;  

4. Tercegahnya pemenuhan disebabkan oleh cacat-cacat benda yang 

digunakan debitur dalam melaksankan perikatannya. 

Dalam kaitannya dengan force majeure, Nieuw Burgerlijk 

Wetboek (NBW) memberikan perlindungan hukum bagi debitur agar 

dapat terbebas dari tanggung jawab atas wanprestasi jika kegagalannya 

dalam melaksanakan kewajiban kontraktual terjadi bukan karena 

kesalahannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6:58 NBW yang 

menyatakan bahwa debitur dianggap lalai kecuali ketidak mampuannya 

untuk memenuhi prestasi tidak dapat dibebankan kepadanya. Selain itu, 

Pasal 6:74 NBW juga menegaskan bahwa setiap kegagalan dalam 

memenuhi prestasi mewajibkan debitur untuk membayar ganti rugi kepada 

kreditur, kecuali jika kegagalan tersebut terjadi di luar kendalinya. Lebih 

lanjut, Pasal 6:75 NBW menegaskan bahwa debitur tidak dapat diminta 

pertanggung jawaban atas kegagalan memenuhi kewajibannya jika hal 

tersebut terjadi di luar kesalahannya, baik berdasarkan ketentuan undang-

undang maupun norma umum yang berlaku. Secara substansial, konsep 

force majeure dalam NBW tidak jauh berbeda dengan yang diatur dalam 

Burgerlijk Wetboek (BW).
72

 

Terdapat dua teori utama yang membahas mengenai keadaan 

memaksa (force majeure), yaitu teori ketidak mungkinan (onmogelijkheid) 
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dan teori penghapusan atau peniadaan kesalahan (afwezigheid van schuld). 

Pertama, Teori Ketidak mungkinan berpendapat bahwa keadaan memaksa 

terjadi ketika pemenuhan prestasi yang telah diperjanjikan menjadi benar-

benar tidak mungkin untuk dilaksanakan. Dalam hal ini, debitur tidak 

memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya akibat kondisi yang 

berada di luar kendalinya, seperti harta bendanya musnah akibat gempa 

bumi, tsunami, atau angin puting beliung. Dalam situasi seperti itu, debitur 

dibebaskan dari seluruh kewajibannya karena dianggap tidak lagi memiliki 

kapasitas untuk melaksanakan prestasinya. Ketidak mungkinan ini disebut 

sebagai ketidak mungkinan absolut (absolute onmogelijkheid), di mana 

debitur benar-benar tidak mungkin melaksanakan kewajibannya terhadap 

kreditur. Dan kedua, Ketidak mungkinan relatif (relative onmogelijkheid) 

atau ketidakmungkinan subjektif terjadi ketika debitur masih memiliki 

kemungkinan untuk memenuhi prestasinya, tetapi dalam kondisi yang jauh 

lebih sulit atau tidak normal. Dalam kasus ini, pelaksanaan prestasi masih 

bisa dilakukan meskipun tidak seperti dalam keadaan normal.
73

 

Teori kedua adalah teori penghapusan atau peniadaan kesalahan 

(afwezigheid van schuld), yang menyatakan bahwa jika seorang debitur 

mengalami keadaan memaksa (force majeure), maka kesalahannya 

dianggap hilang. Oleh karena itu, teori ini sering disebut sebagai force 

majeure peniadaan kesalahan. Dengan adanya keadaan di luar kendali 

tersebut, debitur tidak dapat dimintai pertanggung jawaban oleh kreditur, 
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karena debitur tidak memiliki unsur kesalahan dalam ketidak mampuannya 

untuk memenuhi kewajibannya.
74

 

Dasar hukum utama konsep force majeure dalam KUHPerdata 

terdapat dalam pasal 1244  

―Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan 

bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya 

perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu 

disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat 

dipertanggungkan kepadanya walaupun tidak ada itikad 

buruk kepadanya.‖ 

Dan selanjutnya pasal 1245 mengatur 

―Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena 

keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur 

terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau 

melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.‖ 

Pasal ini yang pada intinya menyatakan bahwa debitur tidak 

bertanggung jawab atas kerugian jika ia dapat membuktikan tidak 

terpenuhinya kewajiban yang disebabkan oleh sesuatu hal diluar tanggung 

jawabnya yang tidak dapat diduga sebelumnya. Didalam hukum perjanjian 

agar suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai force majeure maka haruslah 

memenuhi beberapa syarat yaitu para pihak tidak menduga sebelumnya 

peristiwa yang menyebabkan terjadinya force majeure, peristiwa tersebut 

terjadi di luar kesalahan para pihak yang menyebabkan terjadinya force 

majeure, dan tidak adanya itikad buruk para pihak.
75
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Menurut ketentuan dalam Pasal 1244-1245 KUH Perdata, keadaan 

memaksa dapat menghapus unsur wanprestasi dalam suatu perjanjian, 

asalkan keadaan tersebut benar-benar terjadi dan menghalangi salah satu 

pihak untuk melaksanakan kewajibannya. Tidak ada aturan yang 

mengharuskan force majeure harus dicantumkan dalam perjanjian agar 

dapat dijadikan dasar hukum jika terjadi kejadian yang tidak terduga. 

Pencantuman klausul force majeure dalam perjanjian hanya berfungsi 

sebagai penguatan, tetapi bukan merupakan syarat mutlak agar debitur 

dapat terbebas dari kewajiban membayar ganti rugi. Dengan demikian, 

baik dicantumkan dalam perjanjian maupun tidak, ketentuan force majeure 

tetap dapat dijadikan dasar hukum untuk membebaskan debitur dari 

kewajiban ganti rugi, selama keadaan memaksa tersebut memang benar-

benar terjadi dan membuat pelaksanaan perjanjian menjadi tidak 

mungkin.
76

 

Dalam pertanggung jawaban akibat wanprestasi, kewajiban 

membayar ganti kerugian muncul sebagai konsekuensi dari ketentuan yang 

telah disepakati dalam perjanjian. Ketentuan ini bersifat mengikat karena 

kedua belah pihak secara sukarela menyetujui dan tunduk pada isi 

perjanjian tersebut. Oleh karena itu, keputusan mengenai apakah ganti 

kerugian harus dibayarkan serta jumlahnya bukan ditentukan oleh undang-

undang, melainkan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara para pihak 
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dalam perjanjian.
77

 Agar debitur tidak menghadapi tuntutan yang tidak adil 

dari kreditur, undang-undang menetapkan batasan terhadap kewajiban 

pembayaran ganti kerugian yang timbul akibat kelalaian debitur.:
78

 

1. Kerugian yang didapat ketika membuat perikatan; 

2. Kerugian sebagai akibat langsun dari wanprestasi (kelalaian) 

debitur; 

3. Bunga dalam hal terlambat membayar sejumlah utang (Pasal 

1250 ayat (1) KUHPerdata). 

Dikaitkan dengan kasus kematian ikan yang dialami oleh petani 

keramba jaring apung (tergugat) maka telah disimpulkan bahwa kondisi 

yang dialami benar sebagai kondisi force majeure yang bersifat relatif 

yang dimana artinya perjanjian yang dialami tidak batal melainkan hanya 

sebatas ditangguhkan. 

Klausul force majeure dalam suatu perjanjian memiliki peran yang 

sangat penting karena menunjukkan bahwa kegagalan dalam 

melaksanakan kewajiban yang telah disepakati terjadi akibat peristiwa 

yang tidak terduga dan berada di luar kendali para pihak. Dengan 

demikian, secara hukum, debitur dapat dibebaskan dari tanggung jawab 

atas wanprestasi dan tidak diwajibkan membayar ganti rugi. Hal ini juga 

ditegaskan dalam Pasal 1244 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa 
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debitur tidak perlu memenuhi prestasinya dalam kondisi force majeure, 

sehingga tidak ada kewajiban untuk membayar ganti kerugian.  

C. Penyelesaian sengketa Wanprestasi akibat Force Majeure menurut 

teori Force Majeure dan bagaimana penyelesaian Wanprestasi pada 

pembayaran kredit pakan ternak akibat Force Majeure berdasarkan 

putusan MA No.45/Pdt.G/2022/PN Sim 

Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam suatu perikatan 

tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, baik 

yang berasal dari perjanjian maupun ketentuan undang-undang. Ketidak 

patuhan ini bisa terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Wanprestasi 

dapat disebabkan oleh ketidak mampuan pihak yang berkewajiban dalam 

memenuhi kewajibannya atau karena adanya kondisi tertentu yang 

membuatnya tidak dapat melaksanakannya. Jika dalam pelaksanaan 

perjanjian debitur gagal memenuhi kewajibannya tanpa adanya keadaan 

memaksa (force majeure), maka ia dapat diminta untuk memberikan ganti 

rugi.
79

 

Wanprestasi dapat terjadi akibat dari kesalahan debitur, baik yang 

disengaja maupun karena kelalaian, atau karena situasi diluar kendalinya 

akibat force majeure yang membuat ketidak mampuan debitur untuk 

memenuhi kewajibannya.
80

 Meskipun salah satu pihak melakukan 

wanprestasi, hak dan kepentingannya tetap perlu mendapatkan 
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perlindungan. Contoh bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang 

wanprestasi adalah:
81

  

a. Adanya mekanisme tertentu untuk memutuskan perjanjian;  

b. Kewajiban melaksanakan somasi (Pasal 1238 KUH Perdata); 

c. Kewajiban memutuskan perjanjian timbal balik lewat pengadilan 

(Pasal 1266 KUH Perdata);  

d. Pembatasan untuk pamutusan perjanjian. 

Somasi dapat diartikan sebagai peringatan atau teguran tertulis 

yang diberikan kepada seseorang karena kelalaiannya dalam memenuhi 

kewajiban, seperti keterlambatan pembayaran. Dengan kata lain, jika 

seseorang menerima surat somasi, berarti ia telah mendapatkan peringatan 

resmi terkait tindakan atau kelalaiannya. Dalam kasus wanprestasi, 

keberadaan somasi menjadi syarat utama agar suatu pelanggaran 

kewajiban dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Terdapat perbedaan 

pemahaman mengenai somasi antara ajaran lama dan ajaran yang dianut 

saat ini. Dalam ajaran lama, somasi harus berbentuk pernyataan formal 

dari kreditur yang menyatakan bahwa debitur telah gagal memenuhi 

kewajibannya. Sementara itu, ajaran yang lebih modern menganggap 

somasi sebagai pemberitahuan dari kreditur kepada debitur yang berisi 

permintaan agar kewajiban dipenuhi dalam batas waktu tertentu yang telah 

ditentukan dalam surat somasi tersebut.
82
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Jika salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak yang 

dirugikan dapat membatalkan perjanjian. Namun, ada beberapa syarat 

hukum yang harus dipenuhi sebelum pemutusan perjanjian dapat 

dilakukan, seperti:
83

 

1. Wanprestasi harus serius;  

2. Hak untuk memutuskan perjanjian belum dikesampingkan;  

3. Pemutusan perjanjian tidak terlambat dilakukan  

4. Wanprestasi disertai unsur kesalahan.  

Wanprestasi memiliki dampak hukum, di mana pihak yang 

melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab atas akibat yang timbul, 

termasuk membayar ganti rugi, yaitu:
84

 

a. Biaya, yaitu semua pengeluaran atau beban keuangan yang telah 

dikeluarkan secara nyata oleh salah satu pihak, dalam hal ini kreditur.  

b. Rugi, yaitu kerusakan pada barang milik kreditur yang terjadi akibat 

kelalaian debitur. 

c. Bunga, yaitu kerugian yang timbul akibat hilangnya keuntungan yang 

seharusnya diperoleh oleh salah satu pihak, dalam hal ini kreditur. 

Dalam hal debitur melakukan wanprestasi maka kreditur dapat 

menuntut salah satu dari lima kemungkinan sebagai berikut:
85

 

1. Menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian.  

2. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian.  
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3. Menuntut penggantian kerugian.  

4. Menuntut pembatalan dan penggantian kerugian.  

5. Menuntut pemenuhan dan pengganti kerugian.  

Meskipun salah satu pihak melakukan wanprestasi, 

kepentingannya tetap harus dilindungi guna menjaga keseimbangan dalam 

perjanjian. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan bagi pihak 

yang wanprestasi melalui beberapa ketentuan berikut:
86

 

a. Mekanisme tertentu dalam pemutusan perjanjian agar pemutusan 

perjanjian tidak dilakukan secara sewenang-wenang, hukum mengatur 

prosedur tertentu yang harus dipenuhi sebelum perjanjian dapat 

dibatalkan. Mekanisme tersebut meliputi: 

1. Kewajiban melakukan somasi, berdasarkan pasal 1238 

KUHPerdata, pihak yang dirugikan harus terlebih dahulu 

memberikan somasi atau peringatan kepada pihak yang 

wanprestasi. 

2. Pemutusan perjanjian timbal balik melalui pengadilan, 

sesuai dengan pasal 1266 KUHPerdata, pemutusan 

perjanjian yang bersifat timbal balik harus dilakukan 

melalui putusan pengadilan. 

b. Pembatasan dalam pemutusan perjanjian. Seperti yang telah dijelaskan, 

apabila salah satu pihak dalam suatu perjanjian melakukan 

wanprestasi, maka pihak lain yang dirugikan memiliki hak untuk 
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membatalkan atau mengakhiri perjanjian tersebut. Namun, hak untuk 

memutuskan perjanjian ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan 

atau sepihak tanpa dasar yang jelas. Terdapat beberapa persyaratan 

yang harus dipenuhi agar pemutusan perjanjian dapat dilakukan secara 

sah sesuai dengan ketentuan hukum, di antaranya berupa: 

1. Wanprestasi harus bersifat serius.  

Untuk menentukan sejauh mana suatu keadaan sebagai 

wanprestasi dianggap serius dalam suatu perjanjian, 

terdapat beberapa mekanisme yang dapat digunakan, 

yaitu:  

a. Memeriksa apakah dalam perjanjian terdapat 

ketentuan yang secara tegas menyebutkan 

kewajiban tertentu yang apabila tidak dilaksanakan 

akan dianggap sebagai wanprestasi. 

b. Jika terdapat ketentuan dalam perjanjian, maka 

hakim memiliki wewenang untuk menilai apakah 

kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut 

cukup signifikan sehingga dapat dikategorikan 

sebagai wanprestasi dalam perjanjian yang 

bersangkutan. 

2. Hak untuk membatalkan perjanjian harus tetap berlaku 

kecuali jika secara tegas dikesampingkan. Jika hak ini 

dikesampingkan, maka terdapat konsekuensi hukum, 
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yaitu pihak yang dirugikan kehilangan hak untuk 

membatalkan perjanjian, namun tetap berhak menerima 

ganti rugi. Secara prinsip, pengesampingan hak untuk 

membatalkan perjanjian akibat wanprestasi dapat 

dilakukan melalui dua cara, yaitu secara tegas dengan 

pernyataan atau kesepakatan tertulis, atau melalui 

tindakan yang menunjukkan bahwa pihak yang 

dirugikan tetap menerima perjanjian meskipun telah 

terjadi wanprestasi.  

3. Pemutusan perjanjian harus dilakukan tepat waktu. 

4. Wanprestasi terjadi akibat kesalahan pihak yang 

berkewajiban:  

a. Jika ganti rugi harus terdapat unsur kesalahan maka 

haruslah terdapat pihak yang merasa dirugikan yang 

dapat menggunakan haknya agar perjanjian dapat 

dibatalkan.  

b. Pada dasarnya, pemutusan perjanjian merupakan 

keputusan yang diambil berdasarkan kebijaksanaan 

atau penilaian independen oleh pengadilan. 

Penetapan kelalaian dalam wanprestasi tidak diperlukan jika terjadi 

keadaan tertentu, seperti:
87
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1. Ketika kewajiban tidak dipenuhi sama sekali, terutama jika 

pemenuhan tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu yang 

telah ditetapkan sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata; 

2. Jika debitur melanggar kesepakatan yang mengharuskannya untuk 

tidak melakukan suatu tindakan; 

3. Apabila dalam perjanjian sudah ditentukan adanya batas waktu 

atau jatuh tempo pembayaran; 

4. Jika kewajiban dipenuhi dengan cara yang tidak sesuai dan justru 

menimbulkan dampak negatif. 

Keadaan memaksa (force majeure) terjadi ketika debitur tidak 

dapat memenuhi kewajibannya akibat peristiwa yang tidak terduga 

atau tidak dapat diprediksi saat perjanjian dibuat. Dalam situasi ini, 

debitur tidak dapat dianggap bersalah karena kejadian tersebut berada 

di luar kehendak dan kemampuannya. Force majeure merupakan 

klausul dalam kontrak yang berfungsi sebagai perlindungan bagi para 

pihak jika terdapat kondisi di luar kendali mereka yang menyebabkan 

kontrak tidak dapat dijalankan. Jika force majeure terjadi, maka risiko 

tidak dapat dibebankan kepada pihak yang mengalaminya. Apabila 

debitur mampu membuktikan bahwa kegagalannya dalam 

melaksanakan kontrak disebabkan oleh keadaan ini, maka hakim akan 
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menolak tuntutan kreditur yang meminta pemenuhan kontrak atau 

ganti rugi.
88

 

Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdata, force majeure 

(keadaan memaksa atau overmacht) adalah suatu kejadian yang tidak 

terduga, terjadi di luar kehendak debitur, dan tidak dapat dipertanggung 

jawabkan kepadanya. Keadaan ini membuat debitur terpaksa tidak dapat 

memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, debitur harus membuktikan 

bahwa wanprestasi yang terjadi disebabkan oleh force majeure. Agar 

suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai force majeure, harus 

memenuhi unsur-unsur tertentu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Namun, jika suatu kejadian telah diperkirakan sebelumnya atau terjadi 

akibat kelalaian maupun kesalahan salah satu atau kedua belah pihak 

dalam perjanjian, maka kejadian tersebut tidak dapat dianggap sebagai 

force majeure. Selain itu, force majeure juga memiliki konsekuensi 

hukum, di mana kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan kewajiban, dan 

debitur tidak dianggap wanprestasi. Akibatnya, debitur tidak diwajibkan 

membayar ganti rugi, dan dalam perjanjian timbal balik, kreditur tidak bisa 

menuntut pembatalan karena perikatannya dianggap gugur. Oleh karena 
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itu, pembahasan mengenai force majeure berkaitan erat dengan 

dampaknya terhadap perjanjian dan aspek risiko yang menyertainya.
89

 

Unsur- unsur yang membentuk keadaan memaksa (force majeure) 

meliputi:
90

 

a. Kewajiban tidak dapat dipenuhi karena suatu peristiwa 

menyebabkan hilang atau musnahnya objek perikatan;  

b. Kewajiban tidak dapat dilaksanakan karena adanya peristiwa 

yang menghambat atau menghalangi debitur untuk memenuhi 

prestasi; 

c. Peristiwa tersebut tidak dapat diprediksi atau diketahui saat 

perjanjian dibuat. 

Force majeure atau overmacht telah diatur dalam Pasal 1244 dan 

1245 KUHPerdata. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut menetapkan 

bahwa force majeure merupakan alasan hukum yang dapat membebaskan 

debitur dari kewajibannya untuk memenuhi perikatan (nakoming) serta 

membayar ganti rugi (schadevergoeding), meskipun debitur telah 

melakukan tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum 

(onrechtmatige daad). 

 Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi: 

―Jika terdapat alasan yang mendukung, debitur dapat dikenakan sanksi 

berupa kewajiban untuk membayar biaya, kerugian, dan bunga. Namun, 

sanksi ini tidak berlaku apabila debitur dapat membuktikan bahwa ketidak 

mampuannya dalam melaksanakan atau memenuhi perjanjian tepat waktu 

disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan di luar kendalinya. Selain 
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itu, sanksi tersebut juga tidak diterapkan jika debitur bertindak dengan 

itikad baik.‖ 

 

Pasal 1245 KUH Perdata berbunyi:  

 

―Debitur tidak memiliki kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian, dan 

bunga apabila ia tidak dapat memenuhi kewajibannya akibat adanya 

keadaan memaksa (force majeure) atau peristiwa yang terjadi di luar 

kehendaknya. Hal ini juga berlaku jika debitur terpaksa melakukan suatu 

tindakan yang seharusnya dilarang karena dipengaruhi oleh faktor-faktor 

di luar kendalinya.‖ 

 Dalam perikatan yang mewajibkan seseorang untuk tidak 

melakukan suatu tindakan, jika debitur tetap melakukan tindakan tersebut 

selama perikatan masih berlaku, maka ia dianggap telah melakukan 

kelalaian atau wanprestasi.
91

 Konsekuensi yang harus ditanggung debitur 

akibat wanprestasi yang terjadi karena force majeure adalah: 
92

 

a. Dalam perjanjian sepihak, risiko ditanggung oleh kreditur, 

sehingga debitur tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi 

prestasinya.  

b. Dalam perjanjian timbal balik, jika salah satu pihak tidak dapat 

memenuhi kewajibannya akibat force majeure, maka perjanjian 

tersebut dianggap tidak pernah terjadi. 

Dalam teori hukum, force majeure terbagi menjadi dua jenis, yaitu 

absolut dan relatif. Force majeure absolut terjadi ketika suatu kewajiban 

yang timbul dari kontrak tidak dapat dipenuhi selamanya. Contohnya, jika 

barang yang menjadi objek dalam kontrak musnah tanpa adanya kesalahan 

dari debitur. Berdasarkan Pasal 1245 KUH Perdata, apabila debitur tidak 
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dapat memenuhi kewajibannya akibat force majeure, maka ia tidak 

diwajibkan membayar ganti rugi, biaya, denda, atau bunga. Selain itu, 

debitur juga tidak dapat dianggap wanprestasi atau lalai karena 

kegagalannya dalam memenuhi kewajiban tersebut berada di luar kendali 

para pihak.
93

 

Force majeure relatif terjadi ketika ada debitur yang tidak dapat 

melaksanakan kontraknya, tetapi ada juga yang masih mampu memenuhi 

kewajibannya. Dengan kata lain, pemenuhan prestasi dalam kontrak 

menjadi tidak mungkin dilakukan, tetapi hanya untuk sementara waktu. 

Misalnya, jika terjadi suatu peristiwa tertentu yang menghambat 

pelaksanaan kontrak, namun setelah peristiwa tersebut berakhir, kewajiban 

tersebut dapat kembali dipenuhi. Hambatan yang dialami debitur bersifat 

sementara dan tidak permanen. Dalam konteks pandemi sebagai force 

majeure relatif, para pihak tidak bisa serta-merta menggunakan pandemi 

sebagai alasan untuk membatalkan kontrak. Force majeure relatif hanya 

menunda atau menangguhkan kewajiban debitur untuk sementara waktu 

tanpa membatalkan perjanjian. Dengan demikian, kontrak tetap sah dan 

mengikat bagi kedua belah pihak.
94

 

 Force majeure dapat dikategorikan berdasarkan jangka waktunya 

menjadi dua jenis, yaitu force majeure permanen dan force majeure 

temporer. Force majeure permanen terjadi ketika suatu keadaan memaksa 
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membuat pemenuhan prestasi menjadi tidak mungkin dilakukan 

selamanya. Dengan kata lain, kewajiban dalam perjanjian tidak dapat 

dipenuhi lagi dalam kondisi apa pun. Contohnya, jika barang yang menjadi 

objek perjanjian dicuri dan tidak dapat ditemukan penggantinya yang 

sesuai. 

Force majeure temporer adalah keadaan memaksa yang 

menghambat pemenuhan kewajiban dalam suatu perjanjian, tetapi hanya 

untuk sementara waktu. Dalam situasi ini, pelaksanaan prestasi menjadi 

tidak mungkin dilakukan dalam jangka waktu tertentu, namun dapat 

kembali dilaksanakan setelah keadaan kembali normal. Contohnya, jika 

terjadi perjanjian pengiriman barang ke suatu lokasi, tetapi di tempat 

tujuan terjadi perang saudara atau revolusi, sehingga pengiriman menjadi 

mustahil. Namun, setelah konflik berakhir dan situasi kembali kondusif, 

pengiriman barang tersebut dapat dilakukan kembali. 

Upaya hukum bagi pihak yang dirugikan akibat force majeure 

dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu non-litigasi dan litigasi. 

Penyelesaian sengketa secara non-litigasi mencakup berbagai metode, 

seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, yang 

bertujuan mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pengadilan. Sementara 

itu, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dilakukan dengan 

mengajukan perkara ke pengadilan untuk mendapatkan putusan hukum 

yang mengikat bagi kedua belah pihak. 
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Dalam hukum Indonesia, force majeure diatur dalam Pasal 1244, 

1245, 1444, dan 1445 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan tersebut, force 

majeure dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang membebaskan 

seseorang atau pihak yang memiliki kewajiban dalam suatu perikatan dari 

tanggung jawabnya. Jika pihak tersebut tidak dapat memenuhi 

kewajibannya akibat keadaan di luar kendalinya, maka ia terbebas dari 

kewajiban untuk memberikan ganti rugi, membayar biaya dan bunga, serta 

dari tanggung jawab untuk melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah 

disepakati dalam perjanjian. 

Apabila penyelesaian sengketa force majeure di luar pengadilan 

tidak mencapai kesepakatan, maka sengketa dapat diselesaikan melalui 

arbitrase. Namun, jika melalui arbitrase juga tidak ditemukan solusi yang 

memuaskan bagi kedua belah pihak, maka sengketa dapat dibawa ke 

pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan dilakukan berdasarkan 

hukum acara yang mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum 

sengketa diajukan serta langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh 

dalam proses penyelesaian tersebut. 

Adapun alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute 

Resolutions), yaitu dapat berupa: 

 

a. Mediasi 
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Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa melalui 

proses negosiasi, di mana seorang pihak netral dan tidak 

memihak bertindak sebagai perantara untuk membantu pihak-

pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang saling 

menguntungkan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator 

tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atau 

memaksakan penyelesaian. Sebaliknya, mediator berperan 

dalam memfasilitasi komunikasi dan membantu para pihak 

menemukan solusi yang dapat diterima bersama. 

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan yang dilakukan melalui perundingan dengan 

bantuan pihak ketiga yang bersifat netral dan objektif. Pihak 

ketiga ini, yang disebut sebagai mediator atau arbiter, bertugas 

membantu para pihak yang bersengketa dalam menemukan 

solusi tanpa memiliki kewenangan untuk mengambil 

keputusan. Mediator berperan sebagai fasilitator dalam proses 

negosiasi dan hanya dapat memberikan saran atau pandangan 

terkait dengan permasalahan yang dipersengketakan, tanpa 

memaksakan penyelesaian tertentu.
95

 

 

 

b. Negosiasi  
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Negosiasi merupakan salah satu metode penyelesaian 

sengketa di mana para pihak sepakat untuk menyelesaikan 

permasalahan melalui diskusi, musyawarah, atau perundingan. 

Dalam proses ini, prosedur penyelesaian sengketa ditentukan 

langsung oleh para pihak yang bersengketa, termasuk waktu 

dan tempat pelaksanaan negosiasi. Keberhasilan negosiasi 

sangat bergantung pada kerja sama serta itikad baik dari kedua 

belah pihak dalam mencapai kesepakatan yang adil. Tidak 

seperti mediasi atau arbitrase, negosiasi tidak melibatkan pihak 

ketiga dan dilakukan secara tertutup, dengan tujuan 

menemukan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak 

yang terlibat. 

c. Arbitrase  

Arbitrase adalah salah satu metode penyelesaian sengketa 

di luar pengadilan yang menawarkan alternatif bagi para pihak 

yang bersengketa. Proses arbitrase dimulai dengan 

pemberitahuan dan tanggapan dari masing-masing pihak, 

kemudian dilanjutkan dengan pemilihan serta pengangkatan 

arbiter, dan akhirnya memasuki tahap pemeriksaan serta 

pengambilan keputusan. Setiap tahapan dalam arbitrase 

menunjukkan bahwa metode ini memiliki keunggulan 

dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui 
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pengadilan, terutama dalam hal efisiensi waktu dan fleksibilitas 

proses.  

Sebagai bahan perbandingan, dapat merujuk pada 

Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang 

menyatakan bahwa secara umum lembaga arbitrase memiliki 

beberapa keunggulan dibandingkan dengan lembaga peradilan. 

Keunggulan-keunggulan tersebut antara lain adalah sebagai 

berikut:
96

 

1. Kerahasiaan sengketa antara para pihak tetap terjaga; 

2. Keterlambatan akibat prosedur dan administrasi dapat 

diminimalisir; 

3. Para pihak memiliki kebebasan untuk memilih arbiter 

yang mereka anggap memiliki keahlian, pengalaman, 

serta latar belakang yang memadai dalam perkara yang 

disengketakan, serta memiliki sifat jujur dan adil; 

4. Para pihak dapat menentukan sendiri hukum yang akan 

diterapkan dalam penyelesaian sengketa, termasuk 

proses dan lokasi pelaksanaan arbitrase; dan 

5. Putusan arbiter bersifat mengikat bagi para pihak dan 

dapat langsung dilaksanakan dengan prosedur yang 

sederhana. 
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 Selain memiliki kelebihan, penyelesaian sengketa melalui 

arbitrase juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain:
97

 

1. Mencapai kesepakatan antara para pihak untuk 

membawa perkara ke badan arbitrase bukanlah hal 

yang mudah, karena kedua belah pihak harus setuju, 

dan kesepakatan ini sering kali sulit dicapai; 

2. Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing 

masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan; 

3. Tidak ada kewajiban untuk mengikuti atau terikat pada 

putusan arbitrase sebelumnya, sehingga konsistensi 

dalam putusan tidak selalu terjamin; 

4. Arbitrase tidak selalu dapat memberikan penyelesaian 

yang bersifat definitif terhadap semua sengketa hukum; 

5. Keputusan arbitrase sangat bergantung pada bagaimana 

arbitrator dalam memberikan putusan yang diharapkan 

dapat memenuhi kepentingan para pihak yang 

bersengketa. 

Arbitrase lebih menekankan pada penyelesaian sengketa 

dengan pendekatan win-win solution, yang membedakannya 

dari mekanisme penyelesaian di pengadilan. Dalam proses 

peradilan, hasil penyelesaian sengketa biasanya menghasilkan 
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pihak yang menang dan pihak yang kalah, atau dikenal sebagai 

prinsip win-lose solution. Namun, hal ini tidak berarti bahwa 

alat bukti dalam arbitrase menjadi kurang penting. Justru, 

pemahaman tentang alat bukti sangat krusial, karena tahap 

pembuktian merupakan inti dari penyelesaian sengketa. Alat 

bukti sendiri memiliki perbedaan dengan barang bukti, 

sebagaimana dalam hukum acara perdata yang mengatur lima 

jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan 

penyelesaian sengketa perdata sesuai dengan ketentuan dalam 

HIR/RBG, yaitu:
98

 

1. Bukti surat; 

2. Bukti saksi; 

3. Persangkaan; 

4. Pengakuan; 

5. Sumpah. 

Dalam permasalahan kredit pakan ternak yang mengalami force 

majeure di Haranggaol kematian ikan disebabkan oleh beberapa faktor: 

1. Menurunnya oksigen secara drastis yang mana normalnya ikan 

membutuhkan oksigen diatas 3 ppm (part per million) namun 

pada saat kejadian kondisi oksigen 1 ppm (part per million). 
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2. Tidak adanya ombak selama kurang lebih 6 bulan yang 

menyebabkan tidak ada angin serta tidak adanya matahari yang 

mengakibatkan produksi oksigen tidak ada. 

3. Kekeruhan air dibawah Danau Toba yang tinggi, analisisnya 

massa air terangkat dari bawah ke atas yang mana massa air 

bawah memiliki kualitas jelek sehingga air yang naik adalah 

limbah pangan. 

4. Penundaan panen ikan yang mana seharusnya panen pada 

ukuran 500 gram per ekor ditunda hingga ukuran 800-1000 

gram per ekor dikarenakan pembudidaya ikan ingin 

mendapatkan harga lebih tinggi pada bulan puasa dan lebaran, 

mengakibatkan keperluan oksigen pada ikan semakin tinggi. 

Berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan kematian ikan di 

Haranggaol, secara hukum memang dapat dikategorikan sebagai force 

majeure. Namun, terdapat unsur kelalaian dari debitur yang turut 

menyebabkan wanprestasi. Petani keramba ikan sebenarnya sudah 

mengetahui bahwa kadar oksigen di Danau Toba menurun, tetapi demi 

keuntungan pribadi, mereka tetap memilih membesarkan ikan hingga 

mencapai ukuran 800-1000 gram per ekor. Keputusan ini justru 

memperparah jumlah kematian ikan. Seharusnya, jika ikan dipanen pada 

ukuran 500 gram per ekor, jumlah ikan yang dapat dipanen lebih banyak, 

sehingga hasil penjualan juga meningkat. 
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Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa bencana kematian ikan 

secara massal di Haranggaol benar telah dikalsifikasikan sebagai keadaan 

memaksa (force majeure) dengan telah dikeluarkan pernyataan oleh kepala 

dinas lingkungan hidup kabupaten Simalungun pada tanggal 19 Agustus 

2022. Hakim telah menetapkan bahwa force majeure yang dialami oleh 

debitur masuk kedalam force majeure yang bersifat relatif yang artinya 

force majeure tidak menyebabkan perjanjian batal melainkan hanya 

sebatas ditangguhkan. 

Klausul force majeure memiliki beragam bentuk dan tingkat 

kompleksitas, mulai dari klausul sederhana yang memungkinkan kontrak 

dibatalkan jika pelaksanaan kewajiban terhambat oleh kondisi yang 

dikategorikan sebagai force majeure, hingga klausul yang lebih rumit, 

yang mencakup ketentuan seperti berita acara pemaafan, prosedur 

pemberitahuan kepada pihak terkait, serta detail mengenai konsekuensi 

dari terjadinya force majeure. Namun pada kasus wanprestasi pada 

pembayaran kredit pakan ternak akibat force majeure debitur melakukan 

wanprestasi yang dimana pada pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata telah 

dinyatakan debitur harus dinyatakan terbukti tidak terdapat unsur 

kesengajaan tetapi pada saat kejadian debitur sengaja membesarkan 

ikannya menjadi ukuran 800-1000 gram per kilo sehingga debitur dapat 

terkena kasus wanprestasi. 

Kasus sengketa force majeure dapat diselesaikan dengan dua metode, 

yakni melalui proses peradilan atau melalui mekanisme di luar pengadilan. 
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Namun, sebelum upaya penyelesaian sengketa dimulai, haruslah kreditur 

melayangkan somasi terlebih dahulu.  
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

1. Perjanjian yang mengalami wanprestasi akibat force majeure terjadi 

ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya karena 

keadaan tak terduga di luar kendalinya. Dalam situasi ini, wanprestasi 

bukan disebabkan oleh kesalahan debitur, melainkan oleh keadaan 

memaksa (force majeure), sehingga debitur tidak dapat dimintai 

pertanggung jawaban. Force majeure dapat berupa bencana alam 

seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, epidemi, kerusuhan, atau 

perang. Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam kondisi ini 

dapat dilakukan melalui jalur pengadilan dan arbitrase atau melalui 

negosiasi dan mediasi. 

2. Berdasarkan Pasal 1244 KUH Perdata, jika debitur mengalami 

wanprestasi akibat force majeure, maka ia tidak berkewajiban untuk 

memenuhi prestasi sebagaimana diatur dalam perikatan dan tidak harus 

membayar ganti rugi. Dalam situasi ini, debitur tidak diwajibkan 

melaksanakan kontra prestasi, sementara kreditur tidak berhak 

menuntut pemenuhan kewajiban dari debitur. Force majeure 

membebaskan debitur dari tanggung jawabnya terhadap kreditur. 

Kondisi yang menyebabkan kreditur kehilangan haknya dan debitur 

terbebas dari kewajibannya ini dikenal sebagai akibat force majeure 

relatif.  
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3. Sengketa force majeure dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu 

melalui proses pengadilan atau melalui mekanisme di luar pengadilan, 

seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi. Wanprestasi dalam suatu 

perjanjian memiliki dampak hukum, di mana pihak yang melakukan 

wanprestasi bertanggung jawab atas konsekuensi berupa ganti rugi, 

yaitu:  

a. Biaya merupakan semua pengeluaran atau beban keuangan yang 

telah dikeluarkan secara nyata oleh salah satu pihak, yakni kreditur. 

b. Rugi adalah kerusakan atau kehilangan barang milik debitur yang 

terjadi akibat kelalaiannya. 

c. Bunga adalah kerugian yang timbul akibat hilangnya peluang 

memperoleh keuntungan yang seharusnya diterima oleh salah satu 

pihak, yakni kreditur. 

Dengan demikian, dalam kasus ini, debitur wajib melunasi utangnya 

yang ditambah dengan bunga sesuai dengan ketentuan yang telah 

disepakati dalam perjanjian sebelumnya.  

B. SARAN 

1. Apabila terjadi force majeure yang menyebabkan wanprestasi, 

penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui berbagai jalur, baik 

melalui proses formal seperti pengadilan dan arbitrase, maupun 

melalui jalur non-litigasi seperti negosiasi dan mediasi, sehingga 

kreditur dan debitur membuat dengan jelas pada akta perjanjian 
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bagaimana solusi dan apa resiko yang akan diterima ketika terjadinya 

force majeure. 

2. Klausul force majeure dalam suatu perjanjian memiliki peran yang 

sangat penting karena menunjukkan bahwa kegagalan dalam 

melaksanakan kewajiban yang telah disepakati terjadi akibat peristiwa 

yang tidak terduga dan berada di luar kendali para pihak. Dengan 

demikian, secara hukum, debitur dapat dibebaskan dari tanggung 

jawab atas wanprestasi dan tidak diwajibkan membayar ganti rugi. 

Sehingga dalam menghadapi kasus wanprestasi yang terjadi akibat 

force majeure penting bagi para pihak dalam perjanjian untuk 

memahami ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 1244 

KUH Perdata. Untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. 

3. Klausul force majeure memiliki beragam bentuk dan tingkat 

kompleksitas, mulai dari klausul sederhana yang memungkinkan 

kontrak dibatalkan hingga klausul yang lebih rumit namun dalam 

kasus ini, hakim telah memutuskan force majeure yang dialami oleh 

debitur dan kreditur bersifat relatif yang artinya hanya sebatas 

ditangguhkan sehingga hakim harus menentukan tenggat waktu dari 

penangguhan pembayaran tersebut sehingga nantinya kreditur tetap 

akan membayar hutangnya.  
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